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ABSTRAK 

 

Tamara Anggriani (2024) :  Pelaksana Pembinaan dan Perlindungan terhadap 

Anak Terlantar di Kota Padang. 

 

Kasus penelantaran anak terus terjadi di Indonesia setiap tahunnya, selama 

kurun waktu 2022 -2023 terjadi peningkatan kasus penelantaran anak sebesar 10- 

30% per-tahun di Kota Padang. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak Terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Dinas 

Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang. Tujuan penelitian adalah (1) 

Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar oleh Dinas 

Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Padang (2) Untuk 

mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan 

Perempuan Dan Anak Kota Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak 

terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. 

Sumber data yang digunakan berupa data primer, dengan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dilengkapi dengan data 

sekunder.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Analisis data yang dilaksanakan menggunakan analisis kualitatif, menganalisis 

data primer dari hasil penelitian lapangan. Metode analisis kualitatif dengan 

penarikan kesimpulan induktif. 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum 

oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang 

terhadap anak terlantar, kenyataannya masih belum sepenuhnya berjalan dengan 

optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaaan perlindungan anak dari tindak 

penelantaran belum sepenuhnya sesuai dengan beberapa kebijakan yang termasuk 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan anak terlantar oleh 

Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang adalah: 

(a) kurangnya anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelayanan 

rujukan Rumah Aman dari Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan 

Anak Kota Padang bagi anak korban penelantaran, (b) terbatasnya jumlah 

Konselor Hukum, Konselor Psikologi, dan petugas assesment, (c) anak korban 

penelantaran sulit untuk dibina oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan 

Perempuan Dan Anak Kota Padang dengan berbagai alasan, (d) pelapor kasus 

penelantaran anak cenderung tidak pro-aktif dengan pihak Dinas Sosial Dan Dinas 

Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang. Dukungan dari pemerintah 

daerah dengan peningkatan fasilitas dan anggaran pada Dinas Sosial Dan Dinas 

Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang serta kerjasama masyarakat 

dalam penanganan kasus anak terlantar diharapkan dapat menekan angka kasus 

penelantaran anak di Kota Pekanbaru. 

 

Kata Kunci : Anak, Hukum, Perlindungan, Terlantar 
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Universitas Islam l Negeri Sultan Syarif Kasim l Riau.  

Dalam l penyusunan skripsi ini, penulis banyak m lendapatkan bantuan, 
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kasih sayang dan cinta yang tulus,doa yang tak pernah putus, perhatian, 
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selalu m lengusahakan sem loga diberikan um lur yang panjang bisa m lelihat anak-
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara m lerupakan kontruksi yang diciptakan oleh um lat m lanusia (hum lan 

creation) tentang pola kehidupan berm lasyarakat yang diorganisasikan 

sedem likian rupa dengan m laksud untuk m lem lenuhi kepentingan dan m lencapai 

tujuan bersam la. Negara sebagai wadah untuk m lasyarakat dan pem lerintah 

dapat m lenciptakan tujuan bersam la, yaitu kesejahteraan atau kem lakm luran 

(welfarestate).
1
 

Pengertian negara kem lakm luran yaitu kondisi Negara sepenuhnya 

m lengabdi kepada m lasyarakat, dalam l negara kem lakm luran Negara adalah satu-

satunya alat untuk m lenyelengarakan kem lakam luran rakyat, Negara harus aktif 

m lenyelenggarakan kem lakm luran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat 

dan Negara.
2
 

Pem lbukaan Undang-Undang Dasar 1945 m lenyatakan “Bahwa 

sesungguhnya kem lerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, 

m laka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan 

perikem lanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kem lerdekaan 

Indonesia telah sam lpailah kepada saat yang berbahagia dengan selam lat 

sentosa m lengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kem lerdekaan 

                                                           
1
 Jimlly Asshiddqie, Pengantar Ilmlu Hukuml Tata Negara,(Jakarta PT Raja Grafindo 

Persada 2009),h,1 
2
 C.S.T. Kansil, Ilmlu Negara, (Jakarta Sinar Grafika, 2000) h,50 
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negara Indonesia, yang m lerdeka, bersatu, berdaulat, adil dan mlakm lur. Atas 

berkat rahm lat Allah Yang MLaha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, m laka rakyat 

Indonesia m lenyatakan dengan ini kem lerdekaannya. Kem ludian daripada itu 

untuk m lem lbentuk suatu Pem lerintah Negara Indonesia yang m lelindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tum lpah darah Indonesia dan untuk 

m lem lajukan kesejahteraan um lum l, m lencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

m lelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kem lerdekaan, perdam laian 

abadi dan keadilan sosial, m laka disusunlah Kem lerdekaan Kebangsaan 

Indonesia itu dalam l suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang 

terbentuk dalam l suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 

rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang MLaha Esa, kem lanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang  dipim lpin 

oleh hikm lat kebijaksanaan dalam l perm lusyawaratan/perwakilan, serta dengan 

m lewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
3
 

Pancasila adalah dasar dalam l kehidupan berbangsa dan bernegara di 

Negara Republik Indonesia, Sila ke-5 dari berbunyi “Keadilan sosial bagi 

seluruh Rakyat Indonesia.” MLaksud dari sila ini sendiri setiap warga Negara 

Indonesia m lendapat perlakuan yang adil dalam l bidang hukum l, politik, sosial, 

ekonom li dan kebudayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

                                                           
3

 Suparmlan Usmlan, Pokok-Pokok Filsafat Hukuml, Serang, Suhud Sentrautamla, 

2010, hlml.164. 
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34 yang m lenyatakan “Fakir MLiskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh 

Negara" dan selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945  dalam l Pasal 27 Ayat 

(2) m lenyatakan "Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kem lanusiaan", m laka keadilan sosial m lencakup 

pula pengertian adil dan m lakm lur.  

Adapun cakupan m lengenai keadilan sosial seperti hukum l, kesehatan, 

pendidikan, ekonom li, dan bidang sosial.  

Anak adalah seseorang yang belum l berusia 18 (delapan belas) tahun, 

term lasuk anak yang m lasih dalam l kandungan. Keikutsertaan pem lerintah dalam l 

m lelindungi hak-hak anak agar terpenuhi hak anak tersebut, m laka untuk 

m lenunjang hal ini dibuatlah undang-undang no 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak yang bertujuan untuk terpenuhinya hak anak, antara lain 

yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tum lbuh, dan berkem lbang, serta 

m lendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskrim linasi dem li terwujudnya 

anak Indonesia yang berkualitas. 

Peraturan Daerah Kota Padang Pasal 4 Nom lor 2 Tahun 2012 tentang 

pem lbinaan dan perlindungan anak MLenyebutkan Bahwa “ M Lendapatkan 

perlindungan dari keluarga, m lasyarakat dan pem lerintahan daerah terhadap 

perlakuan diskrim linatif dan eksploitasi baik secara ekonom li m laupun sosial, 

penelantaran, kekejam lan, kekerasan, penganiayaan, ketidak adilan dan 

perlakuan salah lainnya.” Juga disebutkan dalam l peraturan Daerah Kota 

padang Nom lor 2 Tahun 2012 tentang pem lbinaan dan perlindungan anak yang 
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dim laksud dalam l pasal 4 Huruf n, “untuk m lendapatkan kem lbali pendidikan 

form lal atau non form lal bagi anak putus sekolah.”
4
 Arti “Pelihara” yang 

m lem liliki arti rawat dan jaga m lenurut Kam lus Besar Bahasa Indoneisa, Negara 

telah diam lanatkan tanggung jawab oleh konstitusi untuk m lenjaga serta 

m lerawat anak terlantar dan fakir m liskin di Indonesia. Hal ini dilakukan guna 

m lem lenuhi hak-hak hidup anak terlantar dan fakir m liskin.  

Anak adalah anugerah yang didam lbakan bagi setiap pasangan suam li istri, 

bahkan tidak sedikit pasangan suam li istri yang rela m lelakukan berbagai upaya 

untuk m lem lperoleh anak.
5
 

Anak m lem liliki hak tentunya, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, 

dididik, hak m lendapatkan pendidikan, dan yang lainnya. Orang tua, keluarga, 

dan m lasyarakat bertanggung jawab untuk m lenjaga dan m lem lelihara hak asasi 

tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum l. 

Hakikat perlindungan anak dalam l Islam l adalah penam lpakan kasih sayang 

yang diwujudkan dalam l pem lenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari 

perilaku kekerasan dan deskrim linasi. Perlindungan anak dalam l Islam l berarti 

m lerupakan apa yang dianugrahkan oleh Allah di dalam l hati kedua orang tua 

yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan m lem lenuhi sem lua kebutuhan 

hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tum lbuh dan berkem lbang secara 

                                                           
4
 Undang-Undang Nomlor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

5 http://wordpress.coml. PenelantaranAnak –, Diakses pada 21 Agustus 2015 , pkl 11:25 

http://wordpress.com/
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optim lal serta m lelindungi dari tindak kekerasan yang m lencerm linkan perilaku 

ketidakadilan kepada anak. 

Agam la Islam l datang m lem lbawa rahm lat bagi seluruh alam l term lasuk anak-

anak didalam lnya. Islam l m lenyatakan bahwa anak-anak m lerupakan m lakhluk 

yang harus dikasihi dan dilindungi karena ketidak berdayaan m lereka dalam l 

m lem lenuhi kebutuhan hidup dan m lelindungi dirinya sendiri. Perlindungan 

anak dalam l perspektif hukum l Islam l m lengandung arti pem lenuhan hak-hak 

anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat m lem lbahayakan dirinya. 

Pendidikan m lerupakan hak asasi bagi setiap m lanusia, disebabkan 

pendidikan m lenjadi bagian yang tidak terisahkan dari kehidupan. Didalam l 

pasal 34 ayat ( (1), (2) dan (3) ) Undang-Undang Dasar 1945 juaga dijelaskan 

bahwa setiap warga Negara Republic Indonesia yang berusia 6 tahun dapat 

m lengikuti program l wajib belajar, dim lana pem lerintah dan pem lerintah daerah 

m lenjam lin terselenggaranya wajib belajar m linim lal pada jenjang pendidikan 

dasar tanpa m lem lungut biaya wajib belajar m lerupakan tanggung jawab Negara 

yang diselenggarakan oleh lem lbaga pendidikan pem lerintah, pem lerintah 

daerah dan m lasyarakat. 

Pendidikan sangat penting untuk m lengem lbangkan potensi diri dalaml 

kehidupan m lasyarakat, dim lana setiap m lanusia m lem lerlukan pendidikan agar 
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tum lbuh dan berkem lbang sesuai dengan tingkat perkem lbangan usia, bakat 

m linat dan kecerdasannya. 
6
 

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan 

pendidikan baik oleh keluarga m laupun Negara. Dim lana m lem liliki ciri khusus 

dan sifat. Pada kekhususan terletak pada perilaku dan sikapnya dalam l 

m lem laham li sebuah dunia yang dihadapi. Hal ini karena pada hakikatnya anak 

kurang dapat m lelindungi dirinya sendiri. Oleh karenanya anak patut diberi 

perlindungan secara khusus oleh Negara dengan undang-undang. Pada 

dasarnya bahwa perlindungan anak m lerupakan suatu kegiatan untuk 

m lelindungi dan m lenjam lin seorang anak yang m lana haknya agar dapat hidup, 

berkem lbang, tum lbuh dan berpatisipasi, secara m laksim lal. Sesuai pada 

hakikatnya dan m lartabat kem lanusiaan, dan dapat perlindungan dari 

diskrim linasi dan kekerasan. Orang tua, keluarga, dan m lasyarakat bertanggung 

jawab m lenjaga dan m lem lelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang 

telah dibebankan oleh hukum l. Segala kejadian yang dialam li anak adalah m lasa 

ia m lengkom lprom likan segala sesuatu serta belajar untuk m lenghadapi segala 

sesuatu dengan pandang anak-anak. Kekalahan dan ketakutan yang tidak bisa 

dihadapi akan terus dibawa sebagai pem licu kegagalan dim lasa dewasa. 

                                                           
6
 MLaidin Gultoml, “Perlindungan Hukuml Terhadap Anak dalaml sistem l peradilan pidana 

anak indonesia”, (Retrika Aditamla, Bandung), h. 33. 
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Kebutuhan akan perlindungan anak dalam l bentuk pem lenuhan akan hak-

haknya m lenjadi sangat penting.
7
 

Anak juga adalah anugerah dari Yang MLaha Kuasa sebagai titipan yang 

diberikan kepada orang tua, selain itu anak m lerupakan generasi penerus 

bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di mlasa yang 

akan datang. Sebagai negara yang bijak m laka selayaknya hal tersebut 

dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa m lenjaga 

generasi m ludanya dari segala kem lungkinan buruk yang m lungkin terjadi. 

Pem lbinaan terhadap generasi m luda harus selalu dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya dem li m lelangsungkan hidup, pertum lbuhan dan perkem lbangan fisik 

dan m lental serta perkem lbangan sosialnya.
8
 

MLem lelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, 

yang tidak boleh diabaikan. Orang tua m lerupakan orang yang pertam la-tam la 

bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, 

jasm lani m laupun sosial. Anak wajib dilindungi agar m lereka tidak m lenjadi 

korban tindakan siapa saja (individu atau kelom lpok, organisasi swasta 

m laupun pem lerintahan) baik secara langsung m laupun tidak langsung. Sebagai 

salah satu unsur yang harus ada di dalam l negara hukum l dan dem lokrasi, 

perlindungan terhadap hak-hak asasi m lanusia term lasuk di dalam lnya 

perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu m lasa depan 

                                                           
7
 MLuhamlmlad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3 

8
 Lysa Angrayni, Hukuml & Hak Asasi MLanusia, (Yogyakarta: KALIMLEDIA, 2016), h. 

127. 
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bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus m lendapatkan pengaturan 

yang jelas. Hal ini perlu dilakukan, m lengingat m lanusia sebagai m lakhluk 

ciptaan Tuhan Yang MLaha Esa dianugerahi hak asasi untuk m lenjam lin 

keberadaan harkat dan m lartabat kem luliaan dirinya sehingga hak asasi m lanusia 

m lerupakan hak dasar yang secara kodrati m lelekat pada diri m lanusia, bersifat 

universal dan langgeng. Oleh karena itu hak asasi m lanusia harus dilindungi, 

dihorm lati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau diram lpas 

oleh siapapun.
9
 

Hak dasar anak adalah hak m lendasar yang seharusnya diterim la anak agar 

anak dapat hidup, tum lbuh dan berkem lbang secara berkualitas sesuai dengan 

harkat dan m lartabat kem lanusiaan, serta m lendapat perlindungan dari 

kekerasan, diskrim linasi dan pelanggaran hak anak lainnya. 

Seto MLulyadi terdapat 4 Hak dasar anak yaitu :  

1. Hak hidup lebih layak artinya anak berhak atas kasih sayang orangtua, asi 

ekslusif, akte kelahiran, dan lain sebagainya.  

2. Hak tum lbuh dan berkem lbang artinya anak berhak atas pendidikan yang 

layak, istirahat, m lakan-m lakanan yang bergizi, tidur atau istirahat, belajar, 

berm lain, dan sebagainya.  

3. Hak perlindungan artinya anak berhak dilindungi dari kekerasan dalam l 

rum lah tangga, dari pelecehan seksual, tindak krim linal, dari pekerjaan 

layaknya orang dewasa, dan sebagainya . 

                                                           
9
 Lysa Angrayni, op.cit., h. 127-129. 
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4. Hak berpartisipasi atau hak partisipasi artinya anak berhak untuk 

m lenyam lpaikan pendapat, punya suara dalam l m lusyawarah keluarga, punya 

hak berkeluh kesah atau curhat, m lem lilih pendidikan sesuai m linat dan 

bakat, dan sebagainya.
10

 

Pendidikan ialah serangkaian kegiatan kom lunikasi yang bertujuan, antara 

m lanusia dewasa dengan si anak didik secara tatap m luka atau dengan 

m lenggunakan m ledia dalam l rangka m lem lberikan bantuan terhadap 

perkem lbangan anak seutuhnya, dalam l arti supaya dapat m lengem lbangkan 

potensinya sem laksim lal m lungkin, agar m lenjadi m lanusia dewasa yang 

bertanggungjawab.
11

 Pendidikan m lerupakan hal terpenting dan utam la dalaml 

kehidupan kita, sem lua anak di Indonesia berhak m lendapatkan pendidikan. 

Negara m lenjam lin akan kelangsungan pendidikan bagi setiap anak di 

Indonesia. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat m lenghalangi 

seseorang lainnya untuk m lenem lpuh pendidikan yang setinggi-tingginya. 

Sebagaim lana diam lanatkan Konstitusi, MLereka adalah warga Negara yang 

patut dan wajib m lendapat perlindungan dari Negara. Oleh karena itu Kom lisi 

perlindungan anak Indonesia hadir khususnya di Kota Padang yang m lana 

sesuai dengan Undang-Undang Nom lor 35 Tahun 2014 Pasal 76 yang 

m lem lpunyai tugas :  

                                                           
10

 https://www.kaskus.co.id Diakses Tanggal 31 Januari 2019 

11
 Zahara Idris, Dasar-dasar Kependidikan, (Pekanbaru: Penerbit Angkasa Raya, 2010), 

h. 10. 
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a. MLelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan 

pem lenuhan Hak Anak;  

b. MLem lberikan m lasukan dan usulan dalam l perum lusan kebijakan tentang 

penyelenggaraan Perlindungan anak.  

c. MLengum lpulkan data dan inform lasi m lengenai Perlindungan anak;  

d. MLenerim la dan m lelakukan penelaahan atas pengaduan MLasyarakat 

m lengenai pelanggaran Hak anak;  

e. MLelakukan m lediasi atas sengketa pelanggaran Hak anak;  

f. MLelakukan kerja sam la dengan lem lbaga yang dibentuk MLasyarakat di 

bidang Perlindungan anak; dan  

g. MLem lberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan 

pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
 12

 

Setiap anak yang lahir pada dasarnya dilahirkan dalam l keadaan fitrah. 

Nam lun dalam l beberapa kesem lpatan seorang anak karena berbagai faktor 

m lenjadikan anak sebagai korban ketidakpedulian, hal ini m lenyebabkan 

terlantarnya hak- hak anak yang seharusnya m lendapatkan kesejahteraan harkat 

dan m lartabat sebagai seorang anak. Akan tetapi hinga keluarnya dan disahkan 

Undang-Undang tentang perlindungan anak dan sam lpai sekarang pem lenuhan 

hak anak m lasih jauh dari apa yang kita harapkan bersam la.
13

 

                                                           
12

 Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
13

 MLajda El MLuhtaj, Dimlensi-Dimlensi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 h,  228. 
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Situasi dan kondisi anak terlantar. Walaupun sudah diam lanatkan 

konstitusi, m lereka adalah warga negara yang patut dan wajib m lendapat 

perlindungan dari Negara nam lun tetap saja m lasih dijum lpai anak terlantar 

disekitar kita yang hidup dijalanan, terlunta-lunta dan tidak terpenuhi 

kebutuhan dasarnya terutam la di Kota Padang. 

Undang-Undang sistem l peradilan anak, anak berhak untuk m lendapatkan 

rehabilitasi dan jam linan sosial yang diberikan oleh pem lerintah dan Negara 

yang apabila anak tersebut tersandung kasus hukum l, tidak terkecuali anak 

jalanan. Status anak jalanan sam la dengan dengan anak yang dibesarkan oleh 

orang tuanya, tidak ada perbedaan. Anak jalanan di Kota Padang tidak ada 

yang terjerat hukum l. Dan anak yang m lenyandang cacat juga berhak untuk 

m lendapatkan haknya untuk dapat m leningkatkan taraf kehidupannya kearah 

yang lebih baik.  

Dinas Sosial Kota Padang (Dinsos) dan Kom lisi Nasional Hak Asasi 

MLanusia (KOMLNAS HAML) saling bekerja sam la dalam l perlindungan anak 

jalanan. Dinas Sosial (Dinsos) m lem lpunyai tugas untuk m lelakukan pem lbinaan 

dan pelatihan terhadap anak jalanan.Upaya pem lbinaan yang telah dilakukan 

berupa:  

a. Pelatihan bengkel sepeda m lotor  

b. Teknisi HP  

c. Sablon  

d. Stir MLobil  
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Pelatihan yang dilakukan ini bertujuan untuk m lelatih anak jalanansupaya 

m lem lpunyai keteram lpilan yang baik agar dapat m lencari nafkah dengan usaha 

keteram lpilan m lereka sendiri. Hal ini juga bertujuan agar anak jalanan tidak 

kem lbali kejalanan, kerana m lereka sudah m lem lpunyai keteram lpilansendiri. 

Pelatihan ini dapat dikatakan sebagai pelatihan kewirausahaan bagi anak 

jalanan. Pem lberian usaha keteram lpilan ini disesuaikan dengan lingkungan dan 

m linat serta bakat dari anak jalanan itu sendiri. 

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan m lem lanfaatkan waktu luangnya 

dengan berm lain, bergaul dengan tem lan sebayanya. Disini anak jalanan juga 

berhak untuk beristirahat dan m lem lanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 

tem lan sebayanya. Waktu untuk berm lain dan bergaul dengan tem lan sebayanya 

m lungkin dapat dirasakan oleh anak jalanan, tapi hak untuk beristirahat sulit 

m lereka dapatkan, karena ia harus berjuang untuk m lendapatkan uang dengan 

cara bernyanyi dari m lobil kem lobil. Dan bereakreasi sesuai dengan m linat dan 

bakat anak jalanan ini sudah dijalankan oleh anak jalanan, Dinas Sosial telah 

m lelakukan pem lbinaan terhadap anak jalanan.
14

 

Dinas Sosial selaku lem lbaga pem lerintahan yang m lelakukan pem lbinaan 

kepada anak jalanan, dalam l m lelakukan pem lbinaan terhadap anak terlantar 

selalu m lendengarkan pendapat anak-anak tersebut. Sekecil apapun pendapat 

seorang anak, pendapat itu harus didengar. Dan anak telantarpun berhak untuk 

                                                           
14

 MLaidin Gultoml, “Perlindungan Hukuml Terhadap Anak dalaml sisteml peradilan pidana 

anak indonesia”, (Retrika Aditamla, Bandung), h. 33 
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m lenerim la, m lencari, dan m lem lberikan inform lasi yang diterim la dari orang tua, 

keluarga, m lasyarakat, pem lerintah dan Negara. Yang m lana ini harus 

disesuaikan dengan tingkat kecerdasaan sang anak dan usianya dem li 

pengem lbangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan 

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 

sebuah konvensi internasional yang m lengatur hak-hak sipil, politik, ekonom li, 

sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang telah m leratifikasi 

konvensi internasional ini terikat untuk m lenjalankannya sesuai dengan hukum l 

internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Kom lite Hak-Hak Anak 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang anggota-anggotanya terdiri dari 

berbagai negara di seluruh dunia. 
15

 

Didalam l konvensi tersebut ada pengaturan m lengenai Hak-hak anak, yakni 

asas perlindungan anak. Asas perlindungan anak dapat diartikan sebagai dasar 

atau landasan dalam l penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan 

perlindungan anak di Indonesia berasaskan Pancasila dan berlandaskan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-

Undang Dasar 1945). Serta m lem liliki prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak 

Anak. Adapun prinsipprinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut: 

a. Prinsip Non Diskrim linasi  

                                                           
15

 MLaria Farida Indrati S., Ilmlu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan MLateri 

MLuatan), Yogyakarta, PT. Kanisius, 2007, h. 46. 
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Prinsip ini m lenyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau 

m lem lbedabedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agam la, ras, dan 

sosial ekonom li.  

b. Prinsip untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkem lbangan  

Hak ini adalah hak yang paling m lendasar bagi anak yang dilindungi 

oleh Negara, pem lerintah, m lasyarakat, keluarga, dan orang tua.  

c. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak  

Prinsip ini mlenyatakan bahwa dalam l sem lua tindakan yang 

m lenyangkut anak yang dilakukan oleh pem lerintah, m lasyarakat, badan 

legislatif, dan badan yudikatif m laka kepentingan yang terbaik bagi 

anak harus m lenjadi pertim lbangan utam la.  

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak  

Penghorm latan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan 

m lenyatakan pendapat dalam l m lengam lbil keputusan terutam la jika 

m lenyangkut hal-hal yang m lem lpengaruhi kehidupannya. 

Perlunya kesadaran dan peran dari pem lerintahan daerah, untuk 

m lenanggulangi hal ini, sebab pem lerintah perlu m lem likirkan kebaikan bagi 

m lasyrakatnya dem li kelangsungan hidup yang baik kedepannya.  

Data Anak-Anak yang terlantar di Kota Padang sebanyak 5 Anak Balita 

Terlantar, dan sebanyak 10 Anak Terlantar di Kota Padang Nam lun dari dinas 

sosial dan Perlindungan Perem lpuan dan Anak di  Kota Padang dalam l 

penanganan anak jalanan Dinas Sosial kota Padang m lelaksanakan program l 

Rangkul Sayangi Latihlah dengan Terpadu ( RAISALAH DAKU ) dengan 
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pendekatan strategis penanganan anak jalanan m lelalui Pola Pem lbinaan 

Terpadu anak jalanan yang dibina adalah anak jalanan usia produktif yaitu 

berusia 14 - 18 tahun. Kegiatan pem lbinaan yang dilakukan yaitu pem lbinaan 

m lental dilaksanakan oleh Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti, Kegiatan 

pem lbinaan psikologi dilaksanakan oleh Tim l Rum lah Ceria dari BBPPKS 

Regional 1 Sum latera yang bekerja sam la dengan Universitas Andalas.  

Upaya – Upaya yang terdapat dalam l kegiatan perlindungan dan pem lbinaan 

terhadap anak jalanan Dinas Sosial juga m lengalam li beberapa kendala 

kurangnya dukungan anggaran dan sarana prasarana sehingga beluml 

terlaksana program l - program l lainnya untuk kegiatan pem lbinaan dan 

sosialisasi terhadap anak jalanan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nom lor 2 Tahun 2012 tentang 

Pem lbinaan Dan Perlindungan Anak M Lengatur tugas dan fungsi Pem lerintah 

Daerah Kota Padang adalah m lenfasilitasi dan m lerehabilitasi sosial. Nam lun 

dalam l kenyataannya m lasih banyak fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan seperti pengadaan fasilitas rum lah panti asuhan 

anak yang belum l tersedia. Kurangnya perhatian lain seperti m lengedukasi 

m lasyarakat dan khususnya keluarga anak terlantar tersebut tentang pentingnya 

pem lenuhan hak anak. MLaka dari itu m lasih banyak anak-anak yang m lenjadi 

korban penelantaran baik oleh orang tuanya ataupun oknum l yang tidak 

bertangung jawab, m laka penulis tertarik m lengam lbil perm lasalahan ini dengan 

judul “Pelaksanaan Pemlbinaan Dan Perlindungan Terhadap Anak 

Terlantar Di Kota Padang” 
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B. Batas MLasalah 

Agar pem lbahasan tidak m lelebar dan tidak m lenyim lpang dari topik 

perm lasalahan yang ada, m laka perlu adanya batasan m lasalah. Oleh karena itu, 

penulis m lem lbatasi m lasalah hanya pada Pelaksana Pem lbinaan Dan 

Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang. 

C. Rumlusan MLasalah 

1. Bagaim lana Pelaksanaan Pem lbinaan Dan Perlindungan Terhadap Anak 

Terlantar Di Kota Padang ?  

2. Apa Faktor Pengham lbat Pelaksanaan Pem lbinaan Dan Perlindungan 

Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang ? 

D. Tujuan Dan MLanfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian Sebagai Berikut: 

a. M Lengetahui Bagaim lana Pelaksanaa Pem lbinaan Dan Perlindungan 

Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang. 

b. M Lengetahui Faktor Pengham lbat Pelaksanaa Pem lbinaan Dan 

Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang. 

2. MLanfaat Penelitian 

Adapun MLanfaat Dari Penelitian Ini Adalah: 

a. Sebagai salah satu syarat untuk m lem lperoleh gelar sarjana pada 

program l Strata Satu Hukum l pada fakultas syari’ah dan Hukum l di 

Universitas Islam l Negeri Sultan Syarif Ksaim l Riau.  
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b. Bagi peneliti sendiri untuk m lenam lbah wawasan yang lebih luas 

m lengenai Bagaim lana Pelaksanaan Pem lbinaan Dan Perlindungan 

Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang. 

c. Bagi perguruan tinggi hasil penelitian diharapkan dapat m lenjadi 

dokum len akadem lik yang berguna untuk di jadikan acuan bagi 

aktivitas akadem lika. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

a. Pengertian Perlindungan Hukuml 

Perlindungan hukum l m lerupakan pengayom lan yang diberikan 

untuk m lasyarakat dalam l m lendapatkan hak-halk m lerekal a ltals dalsalr halk 

alsalsi m lalnusial oleh hukum l. Perlindungaln hukum l aldallalh upalya l hukuml 

untuk m lem lberikaln ralsal alm laln balik secalra l fikiraln m lalupun fisik dalri 

berbalgali galnggualn daln alncalm laln yalng diberikaln oleh penegalk hukum l algalr 

terlindungi dalri pihalk m lalnalpun, perlindungaln hukum l halk-halk yalng waljib 

di berikaln kepaldal seluruh m lalnusial.
16

 

MLenurut MLuchsin, perlindungaln hukum l m lerupa lkaln kegialtaln 

m lelindungi individu denga ln m lenyesualikaln hubunga ln kalidalh-kalidalh altalu 

nilali-nilali ya lng m lenjelm lal dallalm l bentuk sikalp daln tindalkaln gunal 

terciptalnyal ketertibaln dallalm l perga lulaln hidup sesalm lal m lalnusial. Sedalngkaln 

m lenurut Setiono, perlindunga ln hukum l alda llalh tindalkaln altalu upalya l gunal 

m lelindungi m lalsya lralkalt dalri perbualtaln yalng sewena lng-wenalng oleh 

pengualsal yalng bertentalnga ln dengaln altura ln hukum l dem li m lewujudkaln 

                                                           
16

 Sa ljipto Ra lha lrjo, Ilmlu Hukuml, (Balndung: PT. Citral ALditya l Ba lkti, 2000), h.74 
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ketertibaln daln ketentra lm laln sehingga l m lem lungkinkaln, m lalnusial m lenikm lalti 

m lalrtalbaltnyal sebalgali m lalnusial

17
 

Sedalngkaln Philipus ML. Haldjon m lendefinisikaln perlindungaln hukum l 

sebalgali perlindungaln alkaln halrka lt daln m lalrtalbalt sertal pengalkualn terhaldalp 

halk-halk alsalsi m la lnusial ya lng dim liliki subjek hukum l yalng berdalsalrkaln 

dengaln ketentualn hukum l dalri kesewenalngaln altalu sebalgali kum lpulaln 

kalidalh alralu peralturaln ya lng dalpalt m lelindungi sesualtu dri hall lalinnyal. 

Berkalitaln dengaln konsum len, m lem lberi m lalknal. balhwal hukum l m lem lberikaln 

perlindungaln terhaldalp halk-halk pelalnggaln dalri sesualtu ya lng da lpalt 

m lenyebalbkaln tidalk terpenuhinya l halk m lerekal. Selalin itu, perlindungaln 

hukum l m lenurut Saltjipto Ralhalrjo yalkni m lem lberikaln pengalyom laln altals halk 

alsalsi m lalnusial ya lng dirugikaln oleh pihalk lalin yalng m la lnal perlindungaln 

tersebut diberikaln kepaldal m lalsyalralkalt alga lr m lerekal dalpalt m lendalpaltkaln daln 

m lenikm lalti halk ya lng diberikaln oleh hukum l. 18
 

Perlindungaln hukum l m lerupa lkaln penyem lpitaln alrti dalri kaltal 

perlindungaln da llalm l hall ini perlindunga ln oleh hukum l saljal. Perlindungaln 

ya lng diberikaln oleh hukum l eralt kalitalnnya l dengaln halk daln kewa ljibaln yalng 

dim liliki oleh m lalnusial sebalgali subjek hukum l dallalm l interalksinya l sesa lm lal 

                                                           
17

 Setiono, Rule of La lw (Supremla lsi Hukum l), (Sura lka lrta l: MLa lgister Ilmlu Hukuml Progra lml 

Palsca lsa lrja lna l Universita ls Sebela ls MLa lret, 2004), h.3 
18

 Philipus M L. Ha ldjon, Perlindungaln Hukum l Ba lgi Ra lkya lt Indonesia l, (Sura lba lya l: PT. Bina l 

Ilmlu, 1987), h.25 
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m lalnusial daln lingkungalnnya l. MLalnusia l sebalgali subjek hukum l m lem liliki halk 

daln kewaljibaln untuk m lelalkukaln sua ltu tindalkaln hukum l. 

Dallalm l Kalm lus Besalr Balhalsal Indonesial (KBBI) m lenjelalskaln 

perlindungaln hukum l sebalgali tem lpalt berlindung, perbualtaln (hall daln 

sebalgalinya l) m lelindungi. Pem lalknalaln kaltal “perlindunga ln” secalral balhalsal 

tersebut m lem lpunyali kesalm lalaln unsur ya litu unsur tindalkaln m lelindungi daln 

unsur ca lral-ca lral m lelindungi. Dengaln dem likialn, kaltal m lelindungi dalri pihalk 

tertentu jugal m lenggunalkaln calral-calral tertentu. 

MLenurut MLuchsin, perlindungaln hukum l m lerupalkaln sesualtu ya lng 

m lelindungi subjek hukum l dengaln peralturaln perundalng-undalngaln ya lng 

berlalku dengaln pelalksalnalaln ya lng dipalksalkaln berupal salnksi. Perlindungaln 

hukum l terbalgi altals dual balgialn yalitu sebalgali berikut: 

1. Perlindungaln Hukum l Preventif m lerupalkaln perlindunga ln ya lng diberikaln 

oleh pem lerinta lh ya lng bertujualn untuk m lecegalh terjaldinya l pela lnggalraln. 

Hall ini dalpalt ditem lukaln dallalm l peralturaln perundalngundalnga ln dengaln 

m lalksud untuk m lem lberikaln ralm lbu-ralm lbu a ltalu baltalsaln dallalm l m lelalkukaln 

kewaljibaln daln m lencegalh terjaldinyal sua ltu pelalnggalraln.
19

 

2. Perlindungaln Hukum l Reprensif yalng m lerupalkaln perlindungaln alkhir ya lng 

berupal salnksi seperti penjalral, dendal, kurungaln daln hukum l talm lbalha ln ya lng 

                                                           
19

 CST Ka lnsil, Pengalnta lr Ilmlu Hukuml da ln Ta lta l Hukuml Indonesial, (Jalka lrta l: Ba lla li 

Pusta lka l, 1980), h.102 
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diberikaln alpa lbilal telalh terjaldi sualtu pelalnggalraln altalu sudalh terjaldi 

sengketal. 

Sedalngkaln MLenurut Philipus ML Haldjon, salralnal perlindungaln hukum l 

terbalgi alta ls dual m lalcalm l yalkni sebalgali berikut: 

1. Salralnal perlindungaln hukum l preventif, alrtinya l sebelum l keputusaln 

pem lerinta lh m lendalpa lt bentuk ya lng definitif, subjek hukum l diberikaln 

kesem lpa ltaln untuk m lengaljukaln keberaltaln altalu pendalpaltnyal dengaln tujualn 

untuk m lencegalh terjaldinyal sengketal. Perlindunga ln hukum l preventif 

salngalt berpenga lruh balgi tindalk pem lerintalh ya lng didalsa lrkaln palda l 

kebebalsaln bertindalk sehinggal dengaln aldalnyal perlindungaln hukum l 

preventif, pem lerintalh alkaln lebih bersifalt halti-halti dallalm l m lengalm lbil 

keputusaln ya lng didalsalrkaln paldal diskresi. Nalm lun dem likialn, belum l aldal 

peralturaln khusus m lengenali perlindungaln hukum l preventif di Indonesial. 

2. Salralnal perlindungaln hukum l reprensif, yalng bertujualn untuk 

m lenyelesalikaln sengketal. Perlindunga ln hukum l reprensif term lalsuk 

kaltegorinyal aldallalh penalngalna ln perlindunga ln hukum l oleh Pengaldilaln 

um lum l daln Pengaldilaln ALdm linistralsi di Indonesial. Prinsip perlindungaln 

hukum l terhaldalp tindalka ln pem lerinta lh beralkalr dalri konsep pengalkualn da ln 

perlindungaln halk-halk alsalsi m lalnusial ya lng m lenurut sejalralh dalri balralt, 

lalhirnya l konsep ini bialralhkaln kepaldal pem lbaltalsaln-pem lbaltalsa ln dalri 

peletalkaln kewaljibaln m lalsyalralkalt daln pem lerintalh. ALdalpun prinsip kedua l 

ya lng m lenjaldi sum lber ya lng m lendalsalri perlindunga ln hukum l terhalda lp 
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tindalk pem lerintalhaln aldallalh prinsip negalral hukum l ya lng dikalitkaln dengaln 

pengalkualn daln perlindunga ln terha ldalp ha lk-halk alsalsi m lalnusial.
20

 

Hukum l m lem liliki tujualn untuk m lelindungi kepentingaln m lalnusial 

sebalgali subjek hukum l dallalm l m lendalpaltkaln kealdilaln. Kealdilaln dalpalt diperoleh 

alpalbilal dilalkukaln dengaln aldil daln jujur, bertalnggung jalwa lb daln denga ln 

pem likiraln ya lng benalr. Kealdilaln halrus ditegalkka ln berda lsalrkaln hukum l positif 

ya lng sesuali dengaln reallital m la lsyalralkalt dallalm l m lem lbentuk kehidupaln 

m lalsyalralkalt ya lng a lm laln daln dalm lali. Hukum l berfungsi seba lgali perlindunga ln 

kepentingaln m lalsyalralkalt, penegalkaln hukum l ha lrus m lem lperha ltikaln em lpalt 

unsur sebalga li berikut: 

a) Kepalstialn hukum l (Rechtssicherkeit)  

b) Kem lalnfalaltaln hukum l (Zeweckm lalssigkeit)  

c) Kealdilaln hukum l (Gerechtigkeit)  

d) Jalm linaln Hukum l (Doelmlaltigkeit) 

Perlindungaln hukum l dilalkukaln untuk m lem lenuhi halk daln pem lberialn 

balntualn untuk m lem lberikaln ra lsal alm laln kepaldal seseoralng yalng berhalk, 

perlindungaln hukum l korbaln kejalhaltaln sebalgali balgaln da lriperlindunga ln 

m lalsyalralkalt dalpalt diwujudkaln dengaln berbalga li bentuk seperti denga ln 

pem lberialn restitusi, kom lpensalsi, pelalyalnaln m ledis daln balntualn hukum l. 
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Perlindungaln hukum l dilalkukaln tidalk lalin algalr tercalpalinyal tujualn hukum l ya litu 

kepalstialn, kealdilaln daln kem lalnfala ltaln.
21

  

Dengaln alda lnyal falktor pendukung tersebut m lalkal pelalksa lnala ln da llalm l 

pengim lplem lentalsialnnyal berlalku untuk sem lualnya l balik pem lerinta lh m lalupun 

m lalsyalralkalt algalr saldalr dallalm l m lelalksa lnalka ln peralturaln. Im lplem lentalsi tidalk 

alkaln berjallaln denga ln lalncalr alpalbilal peralturaln
22

 dilalksalnalkaln terdalpalt 

penghalm lbalt oleh pelalksalnal, berikut aldalla lh penjelalsaln im lplem lentalsi kebijalkaln 

ya lng m lem lpunyali falktor penghalm lbalt alntalral la lin: 

a. Isi kebijalkaln  

1) Salm lalrnya l isi kebija lkaln, m lalksudnyal alpal ya lng m lenjaldi tujualn tidalk 

cukup jelals, salralnal-salralnal daln penera lpaln prioritals, altalu 

progralm lprogra lm l kebijalkaln terlallu um lum l a ltalu salm lal sekalli tidalk 

aldal.  

2) Kuralngnya l ketetalpaln intern m lalupun ekstern dalri kebijalkaln ya lng 

alkaln dilalksa lnalkaln.  

3) Kebijalkaln ya lng alkaln diim lplem lenta lsikaln dalpalt juga l m lenunjukka ln 

aldalnya l kekuralngaln-kekuralngaln ya lng salngalt beralrti.  
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4) Kekuralngaln ya lng m lenya lngkut sum lber dalyal-sum lber dalya l 

pem lbalntu, m lisallnyal ya lng m lenyalngkut walktu, bialyal altalu dalnal daln 

tenalgal m lalnusial.
23

 

b. Inform lalsi Im lplem lentalsi kebijalkaln publik m lengalsum lsikaln balhwa l 

palral pem legalng peraln yalng terlibalt lalngsung m lem lpunya li inform lalsi 

ya lng perlu altalu salngalt berkalitaln untuk dalpalt m lem lalinkaln pera lnnya l 

dengaln ba lik. Inform lalsi ini justru tidalk aldal, m lisallnya l alkibalt aldalnya l 

ga lnggualn kom lunikalsi. 

c. Dukungaln Pelalksalnalaln sualtu kebijalkaln publik alkaln sa lngalt sulit 

alpalbilal paldal pengim llem lentalsialnnyal tidalk cukup dukungaln untuk 

pelalksalnalaln kebijalkaln tersebut. 

d. Pem lbalgialn Potensi dialntalral palral pelalku ya lng terliba lt dallalm l 

im lplem lentalsi da llalm l hall ini berkalitaln dengaln diferensialsi tugals daln 

wewenalng orgalnisalsi pelalksalnal. Struktur orgalnisalsi pelalksa lnala ln 

dalpalt m lenim lbulkaln m lalsalla lh-m lalsalla lh alpalbilal pem lbalgialn 

wewenalng daln talnggung jalwalb kuralng disesualikaln dengaln 

pem lbalgia ln tugals altalu ditalndali oleh aldalnya l pem lbaltalsaln-

pem lbalta lsaln ya lng kuralng jelals. 

b. Teori Perlindungaln Hukuml Peremlpualn Daln ALnalk 

Perlindungaln dallalm l Kalm lus Besa lr Balhalsal Indonesial, m lerupalkaln 

perlindung, oralng ya lng m lelindungi, a llalt untuk m lelindungi. Perlindungaln 
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ya litu sualtu proses, calral, daln perbualtaln m lelindungi. Secalral um lum l, 

perlindungal beralrti m lenga lyom li/m lelindungi sesualtu dalri sesualtu ya lng 

m lem lba lhalya lkaln, m lisallnyal terha ldalp sualtu kepentinga ln, benda l, altalu produk. 

lebih lalnjut, perlindungaln jugal m lencalkup pengrtialn, perlindungal ya lng 

diberikaln seseoralng kepaldal oralng ya lng lebih lem lalh..
24

 

perihall perlindungaln hukum l m lenurut beberalpal pem likiraln palra l 

alhli, berbedal-beda l pengertialn alntalral saltu dengaln ya lng lalin. pendalpalt 

pertalm lal yalng tertualng dalri pem likira ln Saltjipto Ralhalrdjo, m lem lberikaln alrti 

balhwal perlindungaln hukum l ya litu kegialtaln m lem lberikaln pengalyom laln 

terhalda lp halk alsalsi m lalnusial yalng dirugikaln oralng lalin daln perlindungaln itu 

diberikaln kepalda l m lalsyalralkalt algalr da lpalt m lenikm lalti sem lual halk-ha lk yalng 

diberikaln oleh hukum l.  pengertialn kedual tertualng jugal galgalsaln da lri C.S.T. 

Kalnsil, ya lng m lenyebutkaln balhwa l perlindungaln hukum l aldalla lh berba lgali 

upalyal hukum l ya lng halrus diberikaln oleh alpa lralt penegalkaln hukum l untuk 

m lem lberikaln ra lsal alm laln, balik secalral pikiraln m lalupun fisik dalri galngua ln daln 

berbalgali alncalm laln dalri pihalk m lalnalpun. 

Tidalk jaluh berbedal dengaln palndalngaln kedual alhli di altals, Philipus 

ML. Haldjon m lem lbalgikaln talnggalpalnnya l m lengenali definisi perlindungaln 

hukum l, balhwal perlinduga ln hukum l aldalla lh sualtu tindalkaln untuk 

m lerlindungi altalu m lem lberikaln pertolongaln kepa ldal subjek hukum l, dengaln 

m lenggunalkaln pera lngkalt-pera lngkalt hukum l. Sedalngka ln m lenurut palsall 1 
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Undalng-unda lng Nom lor 23 Talhun 2004 tentalng penghalpusaln kekeralsaln 

dallalm l rum lalh talnggal, alrti perlindungaln hukum l iallalh segallal upa lyal ya lng 

ditujukaln untuk m lem lberikaln ralsal alm laln kepaldal korbaln yalng dilalkukaln 

oleh pihalk kelualrgal,a ldvokalt, lem lbalgal sosiall, kepolisialn, kejalksalaln, 

pengaldilaln, altalu pihalk lalinnyal balik sem lentalral m lalupun berda lsalrkaln 

penetalpa ln penga ldilaln.
25

 

M Lalkal dalpalt disim lpulkaln balhwalsalnya l perlindunga ln hukum l 

m lerupa lkaln perlindungaln ya lng diberikaln kepa ldal subjek hukum l berupal 

tindalkaln hukum l ya lng bersifalt preventif (pencegalhaln) daln represif 

(pem lberialn salnksi), balik tertulis m lalupun tidalk tertulis. Dengaln  kaltal lalin, 

perlindungaln hukum l m lerupalkaln ga lm lbalraln fungsi hukum l, sualtu konsep 

ya lng dengalnnyal hukum l dalpalt m lem lberikaln kealdilaln, ketertibaln, kepalstialn, 

kem lalslalhaltaln, daln kedalm lalialn. 

Paldal m lalsal eral globallisalsi salalt ini, tentunyal tidalk dalpalt di pungkiri 

balhwal penega lkaln halk alsalsi m la lnusial sudalh kialn berkem lbalng. Perilhall 

perlindungaln hukum l terhaldalp perem lpualn, terlebih pulal jika l m lelihalt 

stigm lal terhaldalp seksuallitals perem lpualn, sepertinya l m lalsih kualt da ln beralkalr 

dallalm l budalya l berm lalsya lralkalt. Pa lndalnga ln yalng dikotom lis tersebut paldal 

alkhirnyal m lem lbualt perem lpualn tidalk m ludalh untuk m lendalpalt m lengalkses 
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halk-halknya l, balik ketikal m lalsyalralkalt m lalupun alpalralt m lem lposisikalnnya l 

sebalgali korbaln kejalhalta ln. 

Kekeralsaln terhaldalp perem lpualn m lerupalkaln sualtu peristiwal dallalm l 

reallitals sosiall kehidupa ln. Seluruhnya l m lerupalka ln halsil konstuksi reallitals 

sosiall budalyal m lalsya lralkalt, dim lalna l kekeralsaln  terjaldi sebalgali wujud da lri 

nilali-nilali daln budalya l paltrialki yalng aldal paldal falktal sosiall.
26

 Nilali-nilali 

tertentu m leresalp ke dallalm l struktur sosiall m lalsyalralkalt sehingga l 

m lengura lngi peraln daln kedudukaln perem lpualn, m lenjaldikaln perem lpualn 

beraldal paldal tingka lt palling rendalh. Palnda lngaln dem likialn beralsum lsi balhwa l 

kekera lsaln dibalngun oleh sualtu palndalngaln nilali yalng m lelalhirkaln altalu 

m lem lproduksi pengetalhualn yalng tida lk aldil tenta lng peraln daln kedudukaln 

perem lpualn. 

Interra lksi yalng terrjaldi di m lalsya lralkalt alntalral lalki-la lki daln 

pererm lpura ln serla llu m lengedepalnkaln sim lbol-sim lbol kekualtaln fisik balgi 

lalki-lalki, daln pererm lpualn dialnggalp serba lgali m lalkhluk yalng lem lalh 

sehingga l balnya lk perem lpualn yalng m lenjaldi korbaln kekeresaln.  

Ketim lpalnga ln hubungaln alntalral lalki-lalki daln perem lpualn m lenyeba lrkaln 

terjaldinyal kalsus kekeralsaln terhaldalp pererm lpualn, balik di rurm la lh, di 

tem lpalt kerjal, m lalupurn di m lalsyalralka lt palda l um lum lnya l. Jenis kekeralsaln ini 

dalpalt terjaldi dalla lm l berbalgali bentuk, term la lsuk kekera lsaln fisik, seksurall, 
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ekonom li, politik, daln psikologis. Jenis-jenis ini dalpalt dilalkurkaln olerh 

individu, kelom lpok, altalu balhkaln negalral. 

c. Teori Halk Hukuml  

Hukum l daln halk alsalsi m lalnusial sekalli-kalli seperti dual sisi m lalta l 

ualng ya lng tidalk dalpalt dipisalhkaln. Hukum l, norm lal, daln alturaln m lerupa lkaln 

pem lbinala ln nilali-nilali kebalikaln daln kebenalraln yalng bertujualn untuk 

m lenega lkkaln da ln m lelestalrikaln kebalikaln da ln kebenalraln itu sendiri. Halk 

alsalsi m lalnusial, m lerupalkaln pem lbinalaln nilali-nilali balgi m la lnusial sebalga li 

ciptalaln Tuha ln daln m lalkhluk sosiall. John Locke m lenyaltalkaln balhwal ha lk 

m lalnusial aldalla lj halk-halk ya lng diberika ln lalngsung oleh Tuhaln MLalhal 

Penciptal sebalga li halk ya lng kodra lti. Oleh kalrenal itu, tidalk aldal kekualsalaln 

alpalpun didunia l yalng dalpalt m lencalbutnyal. Halk ini sifaltnya l salngalt 

m lendalsalr (fundem lentall) balgi hidup daln kehidupaln m lalnusial.
27

 

Um lalt m lalnusia l m lem liliki halk bukaln kalrenal diberikaln kepaldalnya l 

oleh m lalsya lralkalt altalu berdalsalrkaln hukum l positif, m lelalinkaln sem la ltal-m lalta l 

berdalsalrkaln m lalrtalbaltnyal sebalgali m lalnusial. Sebalgali ciptalaln Tuhaln, 

m lalnusial secalral allalm lialh m lem liliki halk-halk yalng sifaltnya l kodralti. Halk itu 

aldallalh halk untuk hidup, halk m lelalnjutkaln kehidupaln, halk m lem lutuskaln 

hidup, halk berpikir, halk berpendalpalt, halk berekspresi, halk untuk tidalk 

dibedal-bedalkaln, halk untuk tidalk dihinal,daln seterusnyal. Sem lentalral sebalgali 
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m lalkhluk sosiall, m lalnusial berhalk untuk seha lt, berhalk untuk berpendidikaln, 

berhalk untuk bekerjal, berhalk altals ralsal alm laln, berhalk altals penghidupaln 

ya lng lalya lk, berhalk berinteralksi dengaln oralng lalin, berhalk altals tem lpalt 

tinggall, berhalk altals identitals, daln m lalsih ba lnyalk halk yalng lalin.  

d. Bentuk-Bentuk Perlindungaln ALnalk Di Indonesial 

Perlindungaln alnalk m lenca lkup pem lberialn jalm linaln secalra l 

m lenyeluruh terhaldalp halk-halk m lerekal da ln upalyal untuk m lelindungi m lereka l 

dalri kekeralsaln daln diskrim linalsi. Perlindungaln ini diberikaln m lelallui 

keralngkal hukum l positif altalu UU yalng m lengaltur halk daln kesejalhterala ln 

alnalk-alnalk. 
28

 

Tujualn utalm lal da lri perlindunga ln alnalk a ldallalh m lem lalstikaln ba lhwa l 

alnalk-alnalk dalpalt tum lbuh, berkem lbalng, daln berpalrtisipalsi dalla lm l 

m lalsyalralkalt sesuali denga ln m lalrtalbalt daln halk alsalsi m lalnusial. Berikut 

bebera lpal UU yalng m lengaltur tentalng perlindungaln alnalk: 

1. Undalng-Undalng Nom lor 39 Talhun 1999 Tentalng HALML 

MLenurut UU No. 39 Talhun 1999 tentalng Halk ALsalsi MLalnusial (HALML), 

setialp alnalk berhalk m lendalpaltkaln perlindungaln dalri oralng tual, kelualrgal, 

m lalsyalralkalt, daln negalra l. Halk alnalk aldalla lh ha lk alsalsi m lalnusial daln dialkui 

sertal dilindungi oleh hukum l. 
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2. Undalng- Undalng Nom lor  23 talhun 2004 Tentalng Pengha lpusaln KDRT 

Palsall 5 UU ini berisi tentalng pelalralngaln a ltals kekera lsaln rum lalh talnggal, 

balik kekeralsaln fisik m lalupun psikis sertal penelalntalraln dallalm l rum lalh 

talnggal. Bentuk perlindunga ln terha ldalp a lnalk ya litu: 

a. Bentuk perlindungaln hukum l terha ldalp kekeralsaln alnalk seca lral fisik, 

aldallalh penyiksala ln, pengalnialyalaln sertal pem lukulaln terhalda lp alna lk, 

dengaln alta lu talnpal m lengguna lkaln bendal-bendal tertentu, ya lng 

m lengalkiba ltkaln lukal fisik altalu m leninggallnyal alnalk. 

b. Bentuk Perlindungaln Hukum l terhaldalp kekeralsaln alnalk secalral 

psikis, seperti penghalrdikaln, m lem lperlihaltkaln galm lbalr berbalu 

pornogralfi.  

c. Bentuk perlindungaln hukum l terhaldalp kekeralsaln alnalk secalra l 

seksuall aldallalh kekeralsaln berupa l perlalkualn kontalk seksuall balik 

secalral lalngsung m lalupun tidalk lalngsung.  

d. Bentuk perlindungaln hukum l terhalda lp kekeralsaln alnalk secalral sosiall 

m leliputi penelalntalraln a lnalk daln eksploitalsi alnalk. 

3. Undalng -- Undalng Nom lor 35 Talhun 2014 tentalng Perlindungaln ALnalk 

Dalri UU ini, didalpaltkaln balhwal a lnalk m lerupalkaln titipaln Tuhaln ya lng halrus 

dijalga l kalrenal dallalm l dirinyal m lelekalt ha lrkalt, m lalrtalbalt sebalga li m lalnusial 

ya lng halrus dijunjung tinggi. Denga ln eprtim lbalnga ln balhwal a lnalk aldallalh 

halralpaln balngsal yalng mlenentukaln mlalsal depaln Negalral. Upalyal perlindungaln 
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alnalk bersifa lt salngalt penting daln dim lulali sala lt m lalsih jalnin salm lpali berusia l 

18 talhun.
29

 

4. Perlindungaln Hukum l Secalral Preventif 

Perlindungaln hukum l secalral preventif dilalkukaln oleh pem lerintalh untuk 

m lelindungi walrgalnyal. MLalsyalralkalt diberikaln kebebalsa ln untuk 

m lenyalm lpalikaln pendalpalt m lerekal sehinggal dalpalt m lencegalh tim lbulnyal 

m lalsalla lh hukum l. Dallalm l konteks perlindungaln hukum l terhaldalp a lnalk, 

fokusnya l aldallalh pencegalhaln sebelum l terjaldinyal perm lalsallalhaln hukum l. 

Balnya lk kalsus yalng m lenjaldikaln a lnalk sebalgali korbaln kekeralsaln di dalla lm l 

lingkungaln kelualrgal kalrenal kedudukalnnya l ya lng lem lalh secalral sosiall daln 

hukum l. ALnalk sering kalli m lenjaldi talrget penya llalhguna laln em losi oleh ora lng 

tual. Perlindungaln hukum l preventif bertujualn untuk m lencegalh terjaldinya l 

kekera lsaln terhalda lp alnalk di dallalm l lingkup kelualrgal. 

5. Perlindungaln Hukum l Secalral Represif 

Perlindungaln hukum l secalral preventif dilalkukaln oleh undalng-undalng 

kepaldal walrgalnya l. Undalng-undalng ya lng telalh dijelalskaln di a ltals 

m lerupa lkaln contoh dalri perlindungaln hukum l secalral represif.
30
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B. Tinjalualn Tentalng Pemlerintalh Da lera lh 

a. Peralturaln Daleralh Kotal Palda lng Nomlor 2 Talhun 2012 Tentalng 

Pemlbinalaln Daln Perlindungaln ALnalk. 

Peralturaln daleralh a ldallalh pedom laln hukum l ya lng dibentuk oleh 

tem lpalt utusaln dengaln persetujualn bersa lm lal kepallal dalera lh provinsi. 

Peralturaln daleralh terdiri altals pera lturaln daleralh provinsi daln peraltura ln 

daleralh kalbupalten/kotal. Ditingkalt dalera lh alda l pulal peralturaln da leralh 

provinsi, peralturaln daleralh Ka lbupalten/Kota l, Keputusaln Gubernur, 

Keputusaln Bupalti, Keputusaln Wallikotal, daln sebalgalinyal. Ketentualn 

m lengenali pem lbua ltaln hukum l ditingkalt daleralh ini, m lengikuti polal gubernur 

dengaln persetujualn DPRD.
31

 

Paldal dalsalrnya l daleralh dipim lpin oleh kepallal daleralh yalng disebut 

dengaln kepallal dalera lh. Kepallal daleralh di provinsi disebut gubernur, 

kalbupalten/kotal disebut Bupalti/Wallikotal, yalng dim lalnal m lalsing-m lalsing 

kepallal daleralh m lem liliki walkil kepallal daleralh sertal m lem liliki tugals, 

wewenalng, kewaljibaln daln lalralngaln. Kepallal daleralh m lem lpunyali kewaljibaln 

untuk m lem lberikaln lalporaln penyelenggalralaln pem lerintalh da leralh kepaldal 

pem lerinta lh, daln juga l m lem lberikaln la lporaln ketera lngaln pertalnggung 

jalwalba ln kepaldal DPRD, sertal m lem lberikaln inform la lsi lalporaln 

penyelenggalraln daleralh kepaldal m lalsya lra lkalt.
32

 

                                                           
31

 Jimlly ALsshiddiqie, Hukuml Ta lta l Nega lra l da ln Pila lr-Pila lr Demlokra lsi, (Ja lka lrta l: Sina lr 

Gra lfika l, 2012), Cet. Ke-3, h. 8 
32

 Ibid, h. 8 



33 

  

Peralturaln da leralh Kotal Paldalng Nom lor 2 talhun 2012 tentalng 

perlindungaln alnalk m lerupalkaln peralturaln daleralh kotal Dum la li ya lng 

ditetalpkaln di Dum lali paldal talnggall 23 MLei 2012 ya lng didallalm lnya l m lengaltur 

tentalng halk alna lk alta ls kelalngsungaln hidup, tum lbuh daln berkem lbalng, 

berpalrtisipalsi sertal berhalk altals perlindungaln dalri tindalk kekeralsaln 

perlalkua ln sallalh, penelalntalraln daln eksploitalsi sertal m lem lperoleh halk sipil 

daln kebebalsaln. 

Perlindungaln alnalk m lerupalkaln kegialtaln untuk m lenjalm lin daln 

m lelindungi alnalk daln halk-halknyal algalr dalpalt hidup, tum lbuh, berkem lbalng 

daln berpa lrtisipalsi secalral optim lall denga ln sesuali dengaln halrkalt daln 

m lalrtalbalt kem lalnusialaln sertal m lendalpalt perlindunga ln dalri kekeralsaln daln 

deskrim linalsi. Perlindungaln alnalk m lengupalya lkaln alga lr setia lp halk alnalk tidalk 

dirugikaln daln bersifalt m lelengkalpi halk-halk lalin daln m lenja lm lin balhwal alnalk 

alkaln m lenerim lal alpal yalng m lerekal butuhkaln a lgalr m lerekal dalpalt hidup, 

berkem lbalng daln tum lbuh.  

Tujualn dalsalr dalri perlindungaln alnalk aldallalh untuk m lenjalm lin 

balhwal sem lual pihalk yalng berkewaljibaln m lengalwalsi perlindunga ln a lnalk 

m lengenalli tugals tugals daln dalpalt m lem lenuhi tugals itu. Tujualn perlindungaln 

sendiri yalitu untuk m lenjalm lin terpenuhinyal halk halk alnalk algalr da lpalt hidup, 

berkem lbalng daln berpalrtisipalsi secalral optim lall sesuali dengaln ha lrkalt 

m lalrtalbalt kem lalnusialaln sertal m lendalpalt perlindunga ln dalri kekeralsaln daln 

deskrim linalsi dem li terwujudnya l alnalk Indonesial yalng berkua llitals, 
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beralkhla lk m lulial da ln sejalhteral. ALpalbilal dikalitkaln dengaln hokum l 

perlindungaln m lerupalkaln pengalwalsaln untuk m lelalksalnalka ln halk daln 

kewaljibaln dallalm l hukum l. 33
 

        b. ALnalk Da ln ALnalk Telalntalr 

al. ALnalk 

ALnalk aldallalh genera lsi penerus balngsal da ln penerus pem lbalngunaln, 

ya litu generalsi yalng dipersialpkaln sebalgali subjek pelalksalnalaln 

pem lbalngunaln ya lng berkelalnjutaln daln pem legalng kenda lli m lalsal depaln 

sualtu negalral, talk terkecualli Indonesial.  

ALnalk aldallalh seseoralng lelalki altalu perem lpualn ya lng belum l dewalsa l 

altalu belum l m lengallalm li m lalsal pubertals. ALnalk juga l m lerupa lkaln keturuna ln 

kedual, dim lalna l kaltal “ALnalk” m lerujuk paldal lalwaln dalri oralng tual, oralng 

dewalsa l alda llalh alnalk dalri oralng tual m lereka l, m leskipun m lerekal telalh 

dewalsa l. M Lenurut Palsall 1 alya lt (1) Undalng-undalng No.35 Talhun 2014 

tentalng Perlindungaln ALnalk: “ALnalk aldallalh seseoralng yalng beluml berusial 

18 (Delalpaln Belals) talhun, termlalsuk alnalk yalng mlalsih dallalml kalndungaln” 

MLalkal dalpalt dipalhalm li, balhwal alnalk aldallalh alm lalna lh daln kalrunial dalri ALllalh 

SWT. yalng didallalm l dirinya l m lelekalt halrkalt da ln m lalrtalbalt sebalga li m la lnusial 

seutuhnya l. Dalpalt dikaltalkaln m lerupalkaln tunals, potensi, daln generalsi m ludal 

penerus cital-cital perjualnga ln balngsal ya lng halrus dijalga l daln dipenuhi halk-

halknyal. 
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M Lenurut Kalm lus Besalr Balhalsal Indonesial yalng dim la lksud alna lk 

secalral balhalsal aldalla lh keturunaln kedual altalu m lalnusial yalng m lalsih kecil.
34

 

Lebih lalnjut ya lng dim lalksud ALnalk dallalm l Konvesi PBB tentalng Halk ALnalk 

Convention on the Right of the Child aldallalh alnalk bera lrti setialp m la lnusia l 

dibalwalh um lur 18 (delalpaln belals) talhun, kecualli m lenurut undalng-undalng 

ya lng berlalku terhaldalp seoralng alnalk ya lng kedewa lsalaln dicalpali lebih 

alwall.
35

 

b.ALnalk Terlalntalr 

ALnalk terlalntalr dalpalt disebut jugal sebalgali alnalk jallalnaln. Pengertialn 

alnalk terlalntalr altalupun jallalnaln ini telalh balnya lk dikem lukalkaln oleh palral alhli 

Secalral khusus, alna lk jallalnaln m lenurut PBB aldallalh alnalk yalng 

m lenghalbiskaln sebalgialn besalr walktunya l di jallalnaln untuk bekerjal, berm lalin 

altalu beralktivitals lalin. ALnalk jalla lnaln tingga ll di jalla lnaln kalrenal dicalm lpalkkaln 

altalu tercalm lpalkkaln dalri kelualrga l ya lng tidalk m lalm lpu m lenalnggung bebaln 

kalrenal kem liskinaln daln kehalncuraln kelualrgalnyal.
36

 

M Lenurut Pera lturaln Daleralh Kotal Palda lng No 2 Talhun 2012 Tentalng 

Pem lbinalaln Daln Perlindunga ln ALnalk, ALnalk a ldallalh alm lalna lh daln kalrunia l 

Tuhaln Yalng M Lalhal Esal, ya lng dallalm l dirinyal m lelekalt halrkalt daln m lalrta lbalt 

sebalgali m lalnusial seutuhnya l, ya lng sekalligus m lerupukaln tunals, potensi daln 

genera lsi m ludal penerus cital-cital pejualngaln balngsal, m lem liliki pera ln straltegi 
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daln m lem lpunya li ciri daln sifa lt khusus ya lng m lenjalm lin kelalngsungaln 

eksistensi balngsal daln nega lral paldal m lalsal depa ln. 

Lebih lalnjut paldal palsall 34 alya lt (1) ALnalk terlalnta lr jugal disebalbkaln 

oleh ketidalkm lalm lpualn oralng tual sertal tidalk aldal kem lalua ln untuk 

m lem leliha lral alnalk tersebut. MLalkal dengaln begitu perlu aldalnyal perlindungaln 

terhalda lp alnalk terlalntalr oleh pem lerintalh sesuali dengaln palsa ll 34 ALyalt (1) 

Undalng-Undalng Dalsalr 1945 yalng m lenyalta lkaln balhwal “Fa lkir m liskin daln 

alnalk terlalnta lr dipelihalral oleh nega lral”. Kaltal “dipelihalral” ini beralrti 

pem lerinta lh ikut sertal berperaln dalla lm l perlindungaln terhaldalp alnalk daln jugal 

pem lenuhaln terhaldalp halk dalsalr alnalk. 

Selalin itu alnalk telalntalr aldallalh alnalk ya lng tidalk terpenuhi 

kebutuhaln bim lbinga ln m lentall daln algalm lal sertal pelalyalnaln salndalng, 

palngaln,pa lpaln, kesehaltaln, pendidikaln, fisik, m lalupun sosiall secalra l waljalr. 

ALnalk terlalntalr aldallalh seoralng alna lk berusial 6 (enalm l) talhun salm lpali dengaln 

18 (delalpaln belals) talhun, m leliputi alnalk ya lng m lenga llalm li perlalkualn sa llalh 

daln ditelalntalrka ln oleh oralng tual, kelualrgal a ltalu alnalk kehilalngaln halk alsuh 

dalri oralng tual/kelualrgal seperti:
 37

 

1) Beralsall dalri kelualrgal falkir m liskin;  

ALnalk yalng beralsall dalri falkir m liskin yalng dim lalksud aldallalh alna lk ya lng 

terlalhir dallalm l kea ldala ln ya ltim l yalng pengalsuhalnnya l terbaltals oleh ora lng 

ya lng m leralwaltnyal.  
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2) ALnalk ya lng dilallalikaln oleh oralng tualnya l. 

ALnalk ya lng dilallalikaln oleh oralng tualnya l cendrung beralsa ll dalri alnalk-

alnalk ya lng oralng tualnya l tidalk m lem liliki kesialpaln da llalm l hall balik 

pengalsuhaln m lalupun dallalm l hall ekonom li untuk m lencukupi kebutuhaln 

m lerekal.  

3) ALnalk ya lng tidalk terpenuhi kebutuhaln dalsalrnyal. 

Um lum lnyal alnalk jallalna ln bekerjal sebalgali pengalsong, pem lulung, 

tukalng sem lir, pelalcur alnalk daln pengalis salm lpalh. Tidalk jalralng m lenghaldalpi 

resiko kecelalkalaln lallu lintals, pem leralsa ln, perkelalhialn, daln kekeralsaln lalin.  

UNICEF m lendefinisikaln alna lk terlalntalr sebalgali those who halve 

albalndoned their homle, school, alnd imlmledialte comlm lunities before they 

alre sixteen yeals of alge halve drifted into al nomlaldic street life (alnalk alnalk 

berum lur di balwalh 16 talhun yalng sudalh m lelepalskaln diri dalri kelualrga l, 

sekolalh daln lingkungaln m lalsyalralkalt terdekalt, lalrut dallalm l kehidupa ln yalng 

berpindalh-pindalh). ALnalk terlalntalr m lerupa lkaln alnalk yalng sebalgialn besalr 

m lenghalbiskaln walktunya l untuk m lencalri nalfkalh altalu berkelialraln di jallalnaln 

altalu tem lpalt-tem lpalt um lum l lalinnya l.
38

 

Dengaln kaltal lalin dalpalt disim lpulkaln alnalk terlalntalr aldallalh alna lk 

ya lng m lalsih dibalwalh um lur yalng hidup dilingkunga ln beba ls, yalng 

m lenghalbiskaln hidupnyal untuk m lencalri upa lyal untuk dalpalt bertalhaln hidup 
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dihalri ini, esok, da ln esok lalinnya l. MLula lndalr, m lem lberi pengertialn tentalng 

alnalk terlalnta lr ya litu alnalk-alnalk m la lrjinall di perkotalaln ya lng m lengalla lm li 

proses dehum lalnisa lsi. Dikaltalkaln m lalrjinall, kalrenal m lereka l m lelalkukaln jenis 

pekerjalaln ya lng tidalk jelals jenjalng kalrirnyal, kuralng diha lrgali daln um lum lnyal 

tidalk m lenjalnjikaln prospek alpalpun di m lalsal depaln. MLerekal jugal rentaln 

alkibalt kekeralsaln fisik daln resiko jalm l kerjal ya lng salngalt palnjalng.  

Dalri beberalpal pengertialn tersebut, paldal halkikaltnyal alpalpun definisi 

m lengenali alnalk terlalntalr aldallalh salm lal. ALnalk terlalntalr m lerupalkaln seseoralng 

m lalupun sekum lpulaln a lnalk yalng m lenghalbiskaln walktunya l di jallalnaln, balik 

untuk m lencalri nalfkalh m lalupun halnyal untuk berkelialraln di jallalna ln 

dikalrena lkaln kondisi ekonom li yalng tidalk m lencukupi, daln oralng tual ya lng 

tidalk dalpalt m lengurusi alnalk-alnalknyal dengaln benalr.  

Dallalm l Undalng-Undalng Nom lor 35 Talhun 2014 Tentalng 

Perlindungaln ALnalk palsall 56 alyalt 1 daln 2 ya lng berbunyi : 

1. Pem lerintalh daln Pem lerintalh Daleralh dallalm l m lenyelenggalralkaln 

pem lelihalrala ln daln peralwaltaln waljib m lengupalyalkaln daln m lem lbalntu ALnalk  

2. Upalyal sebalgalim la lnal dim lalksud paldal alyalt (1) dikem lbalngkaln daln 

disesualikaln dengaln usial ALnalk, tingka lt kem lalm lpualn ALnalk, daln 

lingkungalnnya l algalr tidalk m lenghalm lbalt daln m lengga lnggu perkem lbalngaln 

ALnalk.
39
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Setelalh kital pa lhalm li alrti dalri alnalk terlalntalr sendiri, m lenurut undalng-

undalng nom lor 35 talhun 2014, alnalk terla lntalr term lalsuk kedallalm l alnalk-alnalk 

ya lng halrus dilindungi secalral khusus, hall ini terlalm lpir paldal undalng-undalng 35 

talhun 2014 palsall 59 a lyalt 1 daln2.  

ALdalpun perlindungaln khusus yalng dim lalksud , m lelallui upalya l : 

1. Penalngalna ln yalng cepalt, term lalsuk pengobaltaln daln/altalu rehalbilitalsi secalral 

fisik, psikis, daln sosiall, sertal pencegalhaln penya lkit daln galnggualn 

kesehalta ln lalinnyal  

2. Pendalm lpingaln psikososiall paldal salalt pengobaltaln salm lpali pem lulihaln  

3. Pem lberialn perlindungaln daln pendalm lpingaln pa ldal setialp proses peraldilaln.
40

 

 c. Pa lndalngaln Islalml terhaldalp Halk-ha lk ALnalk 

Dallalm l Isla lm l halk-halk alnalk dim lulali sejalk alnalk dallalm l kalndungaln hingga l 

m lenca lpali kedewalsalnya l secalral fisik m lalupun psikis. ALdal delalpa ln m lalcalm l halk 

alnalk terhalda lp oralng tualnya l, yalitu:  

a. Halk m lendalpaltkaln penjalga laln da ln pem lelihalralaln dallalm l ka lndungaln m lalupun 

setelalh lalhir (Halk haldhalnalh)  

b. Halk m lengetalhui nalsalb (keturunaln)  

c. Halk m lenerim lal yalng balik  

d. Halk m lendalpa lt ALSI dalri Ibu altalu penggalntinya l 

e. Halk m lendalpa lt alsuhaln  

f. Halk m lendalpa lt halrtal walrisaln  
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g.  Halk m lendalpa ltkaln pendidikaln daln pengaljalraln  

h. Halk m lendalpa ltkaln perlindunga ln hukum l.41
 

Sedalng m lenurut Walhbalh Zuhalili dallalm l kitalbnya l Fiqih ALl-islalm l Wal 

ALdillaltuhu jilid 10 tentalng ha lk-halk alnalk aldal lim lal m lalcalm l, seperti :  

a. Halk nalsa lb (keturunaln) Nalsalb aldallalh sallalh saltu pondalsi kua lt yalng 

m lenopalng berdirinya l sebualh kelualrgal, ka lrenal nalsalb m lengika lt alntalr 

alnggotal kelualrgal dengaln pertallialn dalralh. Seora lng alnalk alda llalh balgia ln dalri 

alyalhnya l daln alyalh a ldallalh balgialn dalri alnalknya l. Sebalgalim lalnal ALllalh 

berfirm laln dallalm l ALl-qura ln suralh ALl-furqon a lyalt 54: 

 ٥۝ صِهْزًا   اقدَِيْزً رَبُّكَ وَكَانَ    وسََباً فجََعَلهَٗابشََزً الْ مَاۤءِ مِهَ خَلقََ الَّذِيْىَهىَُ  وَّ

ALrtinyal: Daln dial (pulal) yalng m lenciptalkaln m lalnusial dalri alir la llu dial jaldikaln 

m lalnusial itu (punyal) keturunaln daln m lusha lhalralh daln aldalla lh Tuhalnm lu 

MLalhal Kualsal. 

Dallalm l Talfsir jallallyn dijelalskaln alya lt dialtals ditalfsirkaln balhwal (Daln Dia l 

pulal yalng m lenciptalkaln m lalnusial dalri alir) ya lkni dalri alir m lalni; lalfall Balsya lr 

aldallalh sinonim l dalri lalfall Insalaln (lallu Dial jaldikaln m lalnusial itu punya l 

keturunaln) punya l hubunga ln nalsalb (daln m lushalhalralh) punya l hubungaln 

m lushalhalralh, m lisallnya l seoralng lelalki altalu perem lpua ln m lelalkukaln 

perkalwinaln dengaln palsalngalnnya l untuk m lem lperoleh keturunaln, m lalkal 

hubunga ln kekelua lrgalaln dalri perkalwinaln ini dinalm lalkaln hubungaln 

                                                           
41

 MLufida lh, Ha lruska ln perem lpualn da ln alna lk dikorbalnka ln? Pa lndualn pemlula l untuk 

pendalmlpingaln korbaln terha lda lp peremlpualn daln alnalk, (MLa lla lng:PSG Publishing da ln pila lr mledia l, 

2006), h. 63 



41 

  

MLushalhalralh (daln aldalla lh Ralbbm lu MLalhal Kualsal) untuk m lenciptalkaln alpal 

ya lng dikehendalki-Nyal.
42

 

b. Halk Raldha lhalh (m lenyusui) Raldhalhalh‟ aldallalh halk m lenyuysui a lnalk, ibu 

bertalnggung jalwalb dihaldalpaln ALllalh m lenyusui alnalknyal ketikal m lalsih balyi 

hinggal um lur dual talhun, balik m la lsih dallalm l talli perkalwinaln dengaln alyalh si 

balyi altalupun suda lh bercerali.   

  d.Ciri-ciri ALnalk Terlalntalr 

MLenurut keputusaln MLenteri Sosiall RI Nom lor 27 Talhun 1984 terda lpalt 

bebera lpal kalralkteristik altalu ciri-ciri alnalk terlalnta lr, ya litu :  

al.ALnalk (Lalki-lalki/Perem lpualn) usial 5-18 talhun.  

b.Tidalk m lem liliki alyalh kalrenal m leninggall (ya ltim l), altalu ibu kalrenal m leningga ll 

talnpal dibekalli secalral ekonom lis untuk belaljalr altalu m lelalnjutkaln pelalja lraln 

paldal pendidika ln dalsa lr.  

c. Oralng tual salkit-salkitaln daln tidalk m lem liliki tem lpalt tinggall daln pekerjalaln 

ya lng tetalp, penghalsilaln tidalk tetalp daln salngalt kecil, sertal tida lk m lalm lpu 

m lem lbialya li sekolalh alnalknya l.  

d. Oralng tual ya lng tidalk m lem liliki tem lpalt tinggall yalng tetalp balik itu rum lalh 

sendiri m lalupun rum lalh sewalaln.  

e. Tidalk m lem liliki ibu daln balpalk (ya ltim l pialtu) daln saludalral, sertal belum l aldal 

oralng lalin yalng m lenjalm lin kelalngsungaln pendidikaln paldal tingkalta ln dalsalr 

dallalm l kehidupaln alnalk.  
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f. Tidalk terpenuhi kebutuhaln dalsa lrnyal.  

g. ALnalk ya lng lalhir kalrenal tindalk perkosalaln, tidalk alda l yalng m lengurus daln 

tidalk m lendalpalt pendidikaln
43

 

e. Halk-halk ALnalk Terlalntalr 

La lndalsa ln hukum l ya lng digunalka ln dallalm l m lelalksalnalkaln pem lenuhaln 

halk-halk alnalk bertum lpu paldal Undalng-Undalng Dalsalr Negalral Indonesial 

Talhun 1945 sertal prinsip-prinsip dalsalr Konvensi Halk ALnalk ya lng disalhkaln 

talhun 1990 kem ludialn diseralp ke dallalm l Undalng-Undalng no 35 talhun 

2014.  

Berdalsalrkaln sesualtu yalng m lelekalt pa ldal diri alnalk tersebut yalitu halk 

ya lng halrus dilindungi daln dijalgal algalr berkem lbalng secalral waljalr. Terda lpalt 

em lpalt prinsip utalm la l yalng terkalndung di dalla lm l Konvensi Halk ALnalk, 

prinsip-prinsip ini aldallalh yalng kem ludialn diseralp ke dallalm l Undalng-

Undalng Nom lor 35 talhun 2014 yalng disebutkaln secalral ringkals pa ldal palsall 

2.
44

 

Secalral lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut aldallalh :  

a. ALrtinyal sem lual halk yalng dialkui daln terkalndung dalla lm l Konvensi Halk 

ALnalk halrus diberla lkukaln kepaldal setialp alnalk talnpal pem lbedalaln alpalpun. 

Prinsip ini tertualng dalla lm l Palsall 2 Konvensi Halk ALnalk, ya lkni :  
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“Nega lral-nega lral pesertal alkaln m lenghorm lalti daln m lenjalm lin halkhalk ya lng 

diteralpkaln dallalm l konvensi ini balgi setialp alnalk ya lng beraldal dallalm l 

wilalya lh hukum l m lerekal talnpal diskrim linalsi dallalm l bentuk alpalpun, talnpal 

m lem la lndalng rals, walrnal kulit, jenis kelalm lin, balhalsal, algalm lal, palndalngaln 

politik altalu palndalnga ln-palndalnga ln lalin, alsall-usul kebalngsalaln, etnik altalu 

sosiall, staltus kepem lilikaln, calcalt altalu tidalk, kelalhiraln altalu staltus lalinnya l 

balik dalri si alnalk sendiri altalu dalri oralng tual altalu wa llinya l yalng salh”. 

(ALyalt 1).  

“Nega lral-nega lral pesertal alkaln m lengalm lbil sem lual lalngkalh ya lng perlu 

untuk m lenjalm lin algalr alnalk dilindungi dalri sem lual bentuk diskrim linalsi 

altalu hukum la ln ya lng didalsalrkaln paldal staltus, kegialta ln, pendalpalt yalng 

dikem lukalka ln altalu keyalkinaln dalri oralng tual alna lk, wallinyal yalng salh altalu 

alnggotal kelua lrgal”. (ALyalt 2).”  

b. Prinsip ya lng terbalik balgi alnalk ( best interest of the child ). Yalitu balhwa l 

dallalm l sem lual tindalkaln ya lng m lenyalngkut alnalk ya lng dilalkukaln oleh 

lem lbalga l-lem lbalgal kesejalhterala ln sosiall pem lerintalh altalu baldaln legislaltif. 

MLalkal da lri itu, kepentinga ln ya lng terbalik balgi alnalk halrus m lenjaldi 

pertim lbalngaln utalm lal. (Palsall 3 alyalt 1).  

c. Prinsip altals halk untuk hidup, kelalngsungaln daln perkem lba lngaln (the 

rights to life, survivall alnd developm lent ). Yalkni balhwal negalral-negalra l 

pesertal m lengalkui balhwal setialp alna lk m lem liliki halk yalng m lelekalt a ltals 

kehidupaln (Palsall 6 a lyalt 1). Disebutkaln jugal balhwal negalral-negalral pesertal 
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alkaln m lenjalm lin salm lpali baltals m lalksim lall kelalngsungaln hidup daln 

perkem lbalngaln alna lk (Palsall 6 alyalt 2). 
45

 

d. Prinsip penghalrgalaln terhaldalp pendalpalt alnalk (respect for the views of the 

child). M Lalksudnyal ba lhwal pendalpalt alnalk, terutalm lal jikal m lenyalngkut ha ll-

hall ya lng m lem lpengalruhi kehidupalnnyal, perlu diperhaltikaln da llalm l setialp 

pengalm lbilaln keputusaln. Prinsip ini tertualng dallalm l Palsall 12 a lyalt 1 

Konvensi Halk ALnalk, ya litu:  Negalral-negalral pesertal alkaln m lenja lm lin algalr 

alnalk-alnalk ya lng m lem lpunya li palndalngaln sendiri alkaln m lem lperoleh halk 

untuk m lenyaltalkaln pa lndalnga ln-palndalngalnnya l secalral bebals dallalm l sem lua l 

hall ya lng m lem lpengalruhi alnalk, daln pa lndalnga ln tersebut alkaln dihalrgali 

sesuali dengaln tingka lt usial daln kem lalta lngaln alnalk. 

C. Penelitia ln Terdalhulu 

ALdalpun penelitialn terdalhulu ya lng digunalka ln dallalm l penelitialn ini 

dialntalralnya l ya litu : 

1. Dinal Septial Halfifalh, (2024) ya lng berjudul Perlindungaln Hukum l 

Terhaldalp ALnalk Terlalntalr Oleh Dinals Pem lberdalya laln Perem lpualn Daln 

Perlindungaln ALnalk Kotal Pekalnbalru Berdalsalrkaln Undalng-Undalng 

Nom lor 35 Talhun 2014 Tentalng Perlindungaln ALnalk 2024. 

2. Junilal, (2019) yalng berjudul Pelalksalnalaln Perlindunga ln Halk Pendidikaln 

ALnalk Oleh Dinals Pem lberdalya laln Perem lpua ln daln Perlindungaln ALnalk 
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Komlersia ll (MLa lla lysia l: Universita ls Keba lngsa la ln MLa lla lysia l, 2015), h. 241. 
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Provinsi Rialu Berdalsalrkaln Peralturaln Daleralh Rialu Nom lor 3 Talhun 

2013 Tentalng Perlindunga ln Halk Dalsalr ALnalk (Studi Kalsus Kecalm la ltaln 

Talm lpaln Kotal Peka lnbalru) 2019. 

Berdalsalrkaln penelalalhaln terhaldalp penelitialn terdalhulu belum l aldal skripsi 

ya lng secalral khusus m lem lbalhals tentalng perlindunga ln hukum l yalng diberikaln oleh 

Dinals Sosiall daln Dinals Perlindungaln Perem lpualn daln ALnalk terhaldalp alnalk korbaln 

terlalntalr di Kotal Paldalng. Bisal dilihalt paldal judul pertalm lal ba lhwalsalnyal peneliti 

Dinals Pem lberdalyalaln Perem lpualn da ln Perlindungaln ALnalk terhaldalp alnalk terlalntalr, 

ya lng m lalnal fokusnya l paldal instalnsi daln diteliti di Kotal Pekalnba lru. 

Judul Kedual pun jugal halm lpir salm lal dengaln judul pertalm lal, salm lal-salm lal 

m lelihalt pelalksa lnala lnnyal, untuk judul kedual ini terfokus paldal Pelalksalnalaln 

Perlindungaln Halk Pendidikaln ALnalk Oleh Dinals Pem lberdalya la ln Perem lpualn daln 

Perlindungaln ALnalk Provinsi Rialu, daln dalpalt dilihalt secalral la lngsung balhwalsalnya l 

judul kedual m lenggunalkaln dalsa lr hukum l  Nom lor 3 Talhun 2013. Dengaln dalsalr 

hukum l yalng jugal berbedal dengaln judul penulis, yalkni m lenggunalkaln dalsalr hukum l 

berdalsalrkaln Palsall 34 alya lt (1) UUD 1945. 

Sedalngkaln untuk penelitialn terdalhulu yalng jugal salm lal-salm lal terfokus paldal 

perlindungaln hukum l korbaln alna lk terlalntalr ya lng dilalksalnalka ln oleh Dinals Sosiall 

daln Dinals Perlindungaln Perem lpua ln daln ALnalk Terlalntalr Di Kotal Palda lng.  Penulis 

m leneliti di Kotal Paldalng, MLalsih aldal perbedalaln ya lng m lenda lsalr a lntalral penelitialn 

ya lng alkaln penulis lalksalnalkaln dengaln penelitialn terdalhulu, yalitu terletalk palda l 

perbalndinga ln ya lng alkaln penulis lalkukaln. Penulis m lelalnjutkaln penelitialn 
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terdalhulu dengaln calral m lem lba lndingkaln kinerjal dinals terkalit dalri talhun lallu 

dengaln talhun seka lralng, ALpalkalh progralm l ya lng m lerekal teralpkaln telalh efektif 

terhalda lp pelalksa lnala ln perlindungaln hukum l alna lk terlalntalr, MLelihalt alpalkalh palda l 

talhun ini aldalnyal progralm l balru yalng dilalksalnalkaln terkalit pem lba lhalsa ln penelitialn, 

ya lng bisal salja l belum l diteralpkaln di talhun lallu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

BALB III 

MLETODE PENELITIALN 

A. Jenis Penelitialn 

Penelitialn hukum l aldallalh sualtu kegialtaln ilm lialh, yalng didalsalrkaln palda l 

m letode, sistem laltikal daln pem likiraln tertentu yalng bertujualn untuk m lem lpelaljalri 

saltu altalu beberalpal gejallal hukum l tertentu, denga ln jallaln m lengalna llisalnya l. 

Selalin itu, dialdalkaln pem leriksalaln ya lng m lendallalm l terhalda lp fa lktal hukum l 

tersebut untuk kem ludialn m lengusalhalkaln sualtu pem leca lhaln alta ls perm la lsallalhaln-

perm la lsallalhaln ya lng tim lbul di dallalm l gejalla l yalng bersalngkutaln. Selalin itu 

penelitialn hukum l berkalitaln dengaln efektivitals hukum l di m lalsyalralkalt, sosiologi 

hukum l, politik hukum l balhkaln hukum l progressif sekallipun. ALktifitals tersebut 

m lerupa lkaln seralngkalialn talhalpaln ya lng untuk m lelihalt gejalla l hukum l ya lng 

m luncul di m lalsyalralkalt, falktal hukum l yalng berlalwalnaln denga ln instrum lent  

hukum l, norm la l hukum l daln norm lal non hukum l lalinnya l. 

Dallalm l m lelalkukaln penelitialn untuk m lenjalwalb perm lalsallalhaln dallalm l 

penelitialn ini, m lalkal penulis m lenyusun m letode penelitialn hukum l em lpiris 

bertitik tolalk dalri daltal prim ler yalng didalpa ltkaln perlu terjun secalral lalngsung 

dengaln m lelallui penelitialn lalngsung da lri lalpalngaln untuk m lelihalt sisi sosiologis 

dalri perm lalsallalhaln ya lng alkaln diteliti, Penelitialn ini term lalsuk dalla lm l penelitialn 
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kuallitaltif dengaln jenis penelitialn lalpalngaln (Field resealrch) ya litu penelitialn 

ya lng m lengaldalkaln pengalm laltaln tentalng sualtu fenom lenal ya lng terja ldi.
46

 

B. Pendekaltaln Penelitialn 

Dallalm l penelitialn ini, jenis pendekaltaln penelitialn yalng digunalka ln ya litu 

pendekalta ln efektivitals hukum l, yalng dallalm l alrtialn balhwal indikaltor efektivitals 

dallalm l alrti tercalpalinyal salsalraln altalu tujualn ya lng telalh ditentukaln sebelum lnya l 

m lerupa lkaln sebualh pengukuraln dim la lnal sua ltu talrget telalh tercalpali sesuali 

dengaln alpal ya lng telalh direnca lnalkaln. ALdalpun dallalm l hall ini peneliti m lelalkukaln 

kaljialn terhaldalp m la lsallalh ya lng diteliti salngalt kom lpleks daln peneliti berm lalksud 

m lem la lhalm li situalsi secalral lebih m lendallalm l tentalng Pelalksalnal Pem lbinalaln Daln 

Perlindungaln Terhaldalp ALnalk Terlalntalr Di Kotal Paldalng. 

C. Lokalsi Penelitialn 

Loka lsi penelitialn ini aldallalh tem lpalt dim lalnal peneliti m lelalkukaln penelitialn 

daln m lengum lpulkaln daltal daln inform lalsi altalupun objek penelitialn yalng diteliti. 

Paldal penelitialn ini penulis m lem lilih di Dinals sosiall kotal Paldalng , Dinals 

Perlindungaln Perem lpualn daln ALnalk yalng m lerupalkaln tem lpalt yalng m ludalh 

dijalngka lu oleh penulis daln tujualnnyal algalr m lem lperm luda lh jallalnnya l penelitialn.  
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D. Informlaln Penelitialn 

Inform laln aldallalh oralng dallalm l paldal laltalr penelitialn m lenurut Balsrowi 

daln Suwalndi
47

. Fungsinya l sebalgali oralng yalng dim lalnfa laltkaln untuk 

m lem lberikaln inform lalsi tentalng situalsi da ln kondisi laltalr penelitialn. 

Pem lalnfalalta ln inform lalsi balgi penelitialn iallalh algalr dallalm l walktu yalng relaltif 

singkalt balnyalk inform la lsi ya lng terja lngkalu. ALgalr penelitialn dalpa lt m lem lperoleh 

inform laln yalng benalr-benalr m lem lenuhi persyalralta ln, seyogialnya l ial m lenyelidiki 

m lotivalsinya l, daln bilal perlu m lenguji inform lalsi ya lng diberikalnnyal, a lpalkalh 

benalr altalu tidalk.  

Im lform laln m lem liliki beberalpal jenis 

al. Inform laln Kunci 

Dallalm l m lenentukaln inform len kunci paldal penelitialn ini, penulis 

m lenggunalkaln teknik purposive salm lpling, Purposive Salm lpling m lerupalkaln 

teknik ya lng m lencalngkup oralng-oralng ya lng diseleksi altals dalsalr kriterial-

kriterial tertentu yalng dibualt periset berdalsalrka ln tujualn riset.
48

 Dallalm l 

penelitialn ini m lenjaldi inform laln kunci alda llalh Kepallal Dinals Sosiall Kotal 

Paldalng. 

b. Inform laln Talm lbalhaln 

M Lerupalkaln m lerekal yalng dalpalt m lem lberika ln inform lalsi wallalupun 

tidalk secalral lalngsung terlibalt dallalm l intera lksi sosiall yalng diteliti. Inform laln 

                                                           
47

 Ba lsrowi & Suwa lndi. MLemla lha lmli Penelitia ln Kuallita ltif. (Ja lka lrta l: Rineka l. Cipta l, 2008), 

h, 34. 
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dallalm l penelitialn ini aldallalh pegalwali Dinals Sosiall Kotal Paldalng,  pega lwali 

Dinals Perlindungaln Perem lpualn daln ALnalk Kotal Paldalng,Tokoh MLalsyalralkalt 

ya lng terlibalt terhaldalp ALnalk Terlalntalr Kotal Paldalng daln jugal ALnalk 

Terlalntalr di Kotal Paldalng. Berikut uralialnnya l : 

 Talbel 3.1 Informlaln Penelitialn 

No.  Jenis Informlaln Informlaln Jumllalh 

1.  Kepallal Dinals Sosiall Kotal 

Paldalng 

Inform laln Kunci 1 

2. Pega lwali Dina ls Sosiall Kotal 

Paldalng 

Inform laln Talm lbalhaln 2 

3 Tokoh M Lalsyalralt di Kotal 

Paldalng 

Inform laln Talm lbalhaln 3 

4 ALnalk Terlalntalr di Kotal 

Paldalng 

Inform laln Talm lbalhaln 5 

Jumllalh 11 

 

E. Daltal daln Sumlber Dalta l 

ALdalpun sum lber daltal yalng diguna lkaln dallalm l penelitialn ini dibalgi m lenjaldi 

dual yalitu sum lber daltal prim ler da ln sum lber daltal sekunder. 

1. Sum lber daltal prim ler  

Sum lber daltal prim ler aldallalh aldallalh daltal-daltal yalng diperoleh secalra l 

lalngsung dalri nalralsum lber altalu responden ya lng bersalngkutaln, aldalpun 

sum lber daltal prim ler dallalm l penelitialn ini aldallalh dalta l yalng diperoleh 

lalngsung dalri lalpalngaln. Sertal observalsi,walwalncalral daln dokum lentalsi  
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2. Sum lber daltal Sekunder  

Sum lber daltal sekunder paldal penelitialn ini digunalkaln untuk 

m lem lperjelals daln m lendukung seca lral tidalk lalngsung ya lng berkalita ln dengaln 

m lalsalla lh ya lng diteliti. Sum lber daltal sekunder ini yalng berhubungaln dengaln 

penelitialn ya lng dim la lksud berupal balhaln-balhaln pustalkal. 
49 

3. Sum lber daltal tersier  

ALdallalh balhaln-balhaln m lalteri penjelalsaln terhaldalp daltal prim ler daln 

sekunder yalng aldal, aldalpun daltal yalng digunkaln dallalm l penelitialn ini aldallalh 

jurnall daln skripsi terdalhulu. 

F. Teknik Pengumlpulaln Daltal 

1. Observalsi  

  M Letode observa lsi m lerupalkaln m letode pengum lpulaln daltal yalng 

dilalkukaln dengaln ca lral m lengalm lalti daln m lencaltalt secalra l sistem laltik gejallal-

gejallal ya lng diselidiki selalm lal 6 bulaln. 

2. Walwalnca lral Terstruktur 

  Penelitialn ini mlerupalkaln penelitialn lalpalnga ln dim lalnal peneliti 

m lengaldalkaln pengalm lalta ln secalral lalngsung paldal salsalraln yalng diteliti daln 

m lelalkuka ln penca ltaltaln secalral sistem laltik. Walwalncalral da lpalt dipalndalng 

sebalgali m letode pengum lpulaln daltal dengaln calral m lelalkuka ln talnyal jalwalb 

secalral sistem laltis daln berdalsalrkaln paldal tujualn penelitialn. Walwalncalral ini 
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dialdalkaln kepalda l inform laln penelitialn yalkni dalri Dinals Sosiall Kotal Dum lali 

daln Dinals Perlindungaln Perem lpua ln daln ALnalk.  

3. Dokum lentalsi  

  Dokum lentalsi aldallalh m lencalri daltal daln inform lalsi dalri bendal-bendal 

tertulis, seperti buku, m laljallalh, dokum len peralturaln-peralturaln daln calta ltaln 

halrialn lalinnya l.
50

 

G. ALnallisis Daltal 

  Setelalh daltal-daltal ya lng penulis perlukaln terkum lpul, m lalkal lalngkalh 

selalnjutnya l aldalla lh m lengalnallisis dalta l. Teknik alnallisal daltal yalng digunalkaln 

dallalm l penelitialn ini alda llalh teknik deskriptif kua llitaltif. ALrtinyal, daltal ya lng 

diperoleh diolalh secalral sistem laltis.  

  m lelallui tigal talhalp yalitu m lereduksi daltal, m lenya ljika ln da ltal, daln 

m lenalrik kesim lpulaln. Kegialta ln tersebut terus m lenerus dilalkukaln sehinggal 

m lem lbentuk siklus yalng m lem lungkinkaln halsil kesim lpulaln ya lng m lem laldali, 

sehingga l proses siklus dalpalt salling berhubunga ln secalral sistem laltis.
51
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BALB V 

PENUTUP 

A. Kesimlpulaln 

Berdalsalrkaln ha lsil penelitialn, diketalhui balhwal perlalksalna laln perlindungaln 

hukum l terhalda lp alnalk terlalntalr oleh Dina ls Sosiall daln Dinals Perlindunga ln 

Perem lpua ln da ln ALnalk Terlalntalr di Kotal Paldalng, MLalka l da lpalt penulis sim lpulkaln 

balhwal:  

1. Dallalm l pengujialn pera lturaln yalng berlalku dilihalt balhwal pem lerintalh m lalupun 

pem lerinta lh daleralh belum l m lencukupi alnggalraln terhaldalp pelalyalnaln rujukaln di 

Rum lalh ALm laln balgi alnalk korbaln penelalntalraln. Pelalya lnaln reha lbilitalsi oleh 

konselor psikologi m lalsih m linim l diterim lal oleh korbaln kalrenal kuralngnya l 

tenalgal alhli. ta lnggalp dallalm l m lem lberikaln m lekalnism le setelalh m lendalpalti 

pengaldualn dalri pelalpor. Pelalksalnalaln proses pengaldualn yalng dilalkukaln olerh 

pelalpor terkalit kalsus penerlalntalraln alnalk cenderung m lem lalkaln walktu yalng 

lalm lal. 

2. ALdalpun falktor Untuk m lenjaluhka ln alnalk dalri penelalntalraln, perlindunga ln 

hukum l m lenja ldi hall waljib yalng halrus dilalkukaln oleh oralng tual, kelualrga l, 

m lalsyalralkalt, negalral, pem lerintalh dallalm l m lenjalgal alnalk algalr tidalk m lenjaldi 

terlalntalr. Dallalm l hukum l islalm l daln hukum l positif juga l m lem lberikaln a lturaln 

perlindungaln terhaldalp alnalk terlalntalr. ALdalpun bentuk perlindungaln hukum l 

ya lng halrus diberikaln terhaldalp alnalk terlalntalr iallalh oralng tua l, kelualrga l, 

m lalsyalralkalt, nega lral daln pem lerintalh ha lrus m lem lberikaln perlindunga ln 
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kebutuhaln pokok terhaldalp alnalk terlalntalr yalng halrus dipenuhi alntalral lalin: 

salndalng, palnga ln, pem lukim laln, pendidikaln, kesehaltaln daln hukum l. Jugal halrus 

diberikaln perlindungaln m leliputi hall-hall yalng jalsm lalnialh da ln rohalnialh. 

ALdalpun alnallisis perbalndinga ln hukum l perlindungaln alnalk terlalntalr balik dallalm l 

hukum l Islalm l daln hukum l positif, persalm lalalnnya l aldallalh balhwal dallalm l hukum l 

Isla lm l daln hukum l positif oralng tual salm lal-salm lal m lem liliki kewaljibaln untuk 

m lem leliha lral da ln m lelindungi alnalk, kem ludialn balik oralng tual, kelua lrgal daln 

m lalsyalralkalt m lem liliki kewaljibaln untuk m lengalsuh, m lendidik, m lem llihalral, 

m lenum lbuh kem lbalngkaln alnalk sesuali dengaln kem lalm lpualn. ALdalpun  alna llisis 

perbeda lalnnya l terletalk paldal kewa ljibaln pem lerintalh dallalm l m lem lberikaln 

perlindungaln terhaldalp alnalk. Daln jugal balhwal alnalk ya lng ditelalntalrkaln oleh 

oralng tualnya l halrus dialsuh, dipelihalral, dididik daln dilindungi oleh kelualrgal 

altalu m lalsyalralkalt altalu juga l oleh negalral ya lng m lem liliki tuga ls ya lng salm la l 

dengaln oralng tual alnalk tersebut. Perlindungaln terhaldalp alnalk terla lntalr m lenjaldi 

hall ya lng wa ljib yalng halrus dipenuhi algalr a lnalk dalpalt tum lbuh kem lbalng 

dengaln balik sebalgali generalsi penerus ba lngsal yalng nalntinyal alkaln m lenjaldi 

pem lim lpin negalra l Indonesial ini. Kem ludialn jugal dallalm l Undalng-Undalng No 

35 Talhun 2014 dijelalskaln alnalk halrus ditum lbuh kem lbalngkaln sesuali denga ln 

kem lalm lpualn, ba lkalt, daln m linaltnya l. 
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B. Salraln 

ALdalpun salraln ya lng dalpalt peneliti salm lpalika ln dallalm l penulisaln skripsi ini yalitu: 

1. Dihalralpkaln pem lerintalh lebih m lem lperhaltikaln m linalt daln balkalt alnalk terlalntalr 

sehingga l dallalm l m lenjallalnkaln progralm l-progralm l yalng telalh diralnca lng m lalm lpu 

m lenjaldi bekall balgi m lalsal depaln alnalk terlalntalr dim lalsal yalng alka ln daltalng. 

2. Oralng tual sebaliknyal tidalk m lem lalksalkaln alnalknyal untuk m lem lba lntu bekerjal 

m lenca lri nalfkalh dijallalnaln 

3. Balgi Pem lerintalh daleralh dihalralpkaln dalpalt m leningkaltkaln salralnal daln pralsalralna l 

terutalm lal m lena lm lbalhkaln jenis kendalrala ln operalsionall ya lng m lendukung 

kegialtaln-kegialtaln dilalpalnga ln sertal dalpalt juga l m leningkaltkaln a lnggalraln gunal 

peningkaltaln kuallitals pelalya lnaln ba lgi operalsionall Rumlalh ALm laln daln Palnti 

ALsuhaln Negalral. MLengaldalkaln pelaltihaln khusus altalu m leningkaltkaln kalpalsitals 

kepaldal palral petugals, da ln jugal m leningkaltkaln tenalga l alhli ya lng m lem lum lpuni di 

bidalngnya l seperti da llalm l bidalng konselor hukum l daln petugals alssesm lent 

sehingga l pelalya lnaln terhaldalp korbaln dalpalt berjalla ln dengaln balik. 
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